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BAB I1
TINJAUAN YURIDISTERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK
PERLUASAN KAWASAN TERMINAL PETI KEMAS PELABUHAN
INTERNASIONAL TANJUNG PRIOK

A. Landasan Teori Umum
A.l. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum
A.1.1. Pengertian Tanah dan Fungs Tanah

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam pengguaaany
meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawaldan sebagian
dari ruang yang ada di atasryaranah diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang dengan hak-hak yang disediakam OlPA untuk
dapat digunakan dan dimanfaatkan, dengan pembatidam Pasal 4
ayat (2) UUPA yaitu sekedar diperlukan untuk kepgan yang
berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersanglkalam batas-
batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan yaril tetygi.'® Dalam
tubuh bumi dibawah permukaan bumi/tanah dan dibaaietierdapat
kekayaan alam yang berupa bahan-bahan galian isepietak, gas
bumi, emas dan batubara tetapi bahan-bahan gadiesebut tidak
termasuk dalam wewenang yang menggunakan tanabBn&dvahan-
bahan galian dalam penguasaan Negara yang untujaméiannya
diperlukan hak yang khusus yaitu Kuasa Pertambaiganperangkat
hukum tersendiri, sebagaimana di atur dalam PalS&alRBA.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sbskhwa hak atas
tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklahdiperigunakan (atau
tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingaibaginya.
Pemakaian (atau tidak dipakainya) tanah dengan maraigikan atau
menyebabkan dirugikannya masyarakat, tidak dapgsndirkan. Tanah

harus dipergunakan sesuai dengan keadaan danhsikatya. Maka

' IndonesiaUndang-undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pdkgiaria, op.cit.,Ps. 1.
¥ |bid., Ps. 4 ayat (2).
* Ibid., Ps. 6.
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penggunaan itu dapat bermanfaat, baik bagi pemnygiknrmaupun
masyarakat dan Negafa.

Konsep fungsi sosial hak atas tanah sejalan dehgom adat
yang menyatakan bahwa tanah dalam lingkungan masianukum adat
adalah tanah kepunyaan bersama seluruh warga rakayaryang
dimanfaatkan bagi kepentingan bersama seluruh wasgyarakat yang
bersangkutan. Artinya kepentingan bersama dan kiegam orang
perorang harus saling terpenuhi dan penggunanngkulian bersama-
sama dibawah pimpinan penguasa adat. Untuk dapanemei
kebutuhan, setiap warga diberi kesempatan membukenguasai,
menghaki, mempunyai dan memanfaatkan bagian-bagidentu dari
tanah ulayat. Dengan demikian hak atas tanah merwukum adat
bukan hanya berisi wewenang tetapi juga kewajibantuku
memanfaatkannya. Konsep seperti ini yang kemuditerima UUPA
sebagai hukum tanah nasiofial.

Penggunaan tanah harus memperhatikan keseimbaagizna
kepentingan perorangan yang mempunyai tanah darenkepgan
masyarakat. Sehingga diperlukan adanya perencapaamtukan dan
penggunaan hak-hak atas tanah sebagaimana didam d2asal 14
UUPA. Dengan menggunakan tanah sesuai rencanasiahgditetapkan
Pemerintah, berarti fungsi sosial atas suatu hektanah telah terpenuhi.
Kepentingan umum harus lebih diutamakan daripadperkengan
pribadi, sesuai dengan asas hukum yang berlaku tbegglenggaranya
kehidupan bersama dalam masyarakat. Tetapi kegentimdividu tidak
dapat diabaikan, harus dihormati dan dilindungi umk Kepentingan
umum yang mendesak kepentingan individu sehinggangaiami
kerugian maka kepentingan individu harus mendagati gerugian yang

layak.

% Sudargo Gautama dan Ellyda T. Soetijarto, Tafstdadang-Undang Pokok Agraria
(1960) dan Peraturan-peraturan Pelaksanannya (18686)10 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
1997), hal. 19.

*! Boedi Harsonoop. cit, hal. 300.
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Fungsi tanah dalam pembangunan digambarkan sebeniait %

Tanah yang terletak di kota adalah sebagai wadstu parana
untuk membangun bangunan-bangunan yang diperlikak-hak yang
dapat diperoleh yaitu Hak-hak Primer dan Hak-hakuSder. Untuk Hak
Primer, hak-hak yang dapat diperoleh sebagai bieriku
a. Hak Milik, untuk perumahan atau usaha;

b. Hak Guna Bangunan untuk kantor, tempat usaha,kpatau industri;
c. Hak Pakai; dan
d. Hak Pengelolaan, khusus untuk instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk Hak Sekunder, hak-hak yang dapatoieh

adalah :

a. Hak Sewa;

b. Hak Pakai; dan

c. Hak Guna Bangunan.

Fungsi tanah yang terletak di desa adalah seliakj@ir produksi
yaitu sebagai sarana untuk membudidayakan pertamiarkebunan,
peternakan, perikanan dan hak yang dapat dipexgdk hak primer
berupa :

a. Hak Milik, untuk sawah dan kebun;

b. Hak Guna Usaha, untuk perkebunan, peternakan déapan; dan
c. Hak Pakai.

Sedangkan untuk Hak Sekunder, hak-hak yang dapetaieh adalah :
a. Hak Sewa;

b. Hak Pakai;

c. Hak Usaha Bagi Hasil; dan

d. Hak Menumpang.

Fungsi tanah tersebut harus dapat dimanfaatkaniksedianya
untuk kesejahteraan pemegang haknya dan masygra#tat umumnya.
Tanah sebagai faktor produksi wajib dipelihara daditambah

kesuburannya serta harus dicegah kerusakannya ggehirdapat

2 Arie Sukanti Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tabalam Kegiatan Ekonomi
(Suatu Kumpulan Karangan), (Depok : Badan Pendrfhaitultas Hukum Indonesia, 2002),
hal.124.
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memaksimalkan lahan tersebut untuk menghasikanugrqekrtanian,
peternakan, perikanan untuk kesejahteraan rakyat.

UUPA mengatur berbagai hak-hak penguasaan atah taalam

Hukum Tanah Nasional sebagai berikdt :

1. Hak Bangsa Indonesia, sebagai hak penguasaan atah yang
tertinggi, beraspek hukum keperdataan dan hukurikpub

2. Hak Menguasai dari Negara, yang bersumber padaBdaksa dan
beraspek  hukum  publik semata. Pelaksanaan sebagian
kewenangannya dapat dilimpahkan kepada pihak laland bentuk

Hak Pengelolaan;

3. Hak-hak penguasaan individual, terdiri atas :

a. Hak-hak atas tanah, yang meliputi:

- Hak-hak atas tanah yang primer yaitu hak-hak aaaht yang
diberikan olen Negara dan bersumber langsung pa#taBdngsa
Indonesia atas tanah. Hak-hak atas tanah yang mprimeéputi
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dark Ha
Pakai.

- Hak-hak atas tanah yang sekunder yaitu hak-haktatas yang
diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber seddak tangsung
pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah. Hak atab tgarag
sekunder disebut pula hak baru yang diberikana$ tnah Hak
Milik dan selalu diperjanjikan antara pemilik tanddn pemegang
hak baru dan akan berlangsung selama jangka waktentu.
Hak-hak atas tanah yang sekunder meliputi Hak @argyunan,
Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gatis
Tanah dan Hak Menumpang.

b. Hak atas Tanah Wakaf adalah hak penguasaan atasisaing
tanah tertentu (semula Hak Milik telah diubah stay@a menjadi
Tanah Wakaf), yang oleh pemiliknya telah dipisahkiani harta
kekayaannya dan melembagakan selama-lamanya untuk

kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainBgagan

»Boedi Harsonpop. cit.hal. 208.
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dijadikannya tanah Hak Milik suatu wakaf, Hak Milikang
bersangkutan menjadi hapus. Tetapi tanahnya tidaadi tanah
Negara, oleh Hukum Agama Isl&fhMengenai tanah Wakaf diatur
dalam Pasal 49 UUPA dan Peraturan Pemerintah N@admahun
19777°

c. Hak-hak jaminan atas tanah atau Hak Tanggungaak titemberi

wewenang bagi kreditur untuk menguasai tanah sdisikatetapi
mempunyai wewenang untuk mengeksekusi dengan canguah
atau melelang tanah sebagai barang jaminan apdbitur cedera
jan;i.?®
Dalam sistematika Hukum Tanah Nasional, Hak Ulagtkui
eksistensinya sepanjang menurut kenyataannya memasit) ada’
Hak-hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanakiadal
diperuntukkan bagf®
1. Keperluan perorangan diperuntukkan bagi Warga Nedadonesia
yaitu berupa Hak Milik yang merupakan hak terkudetpenuh dan
turun temurun.
2. Keperluan perusahaan diberikan dengan :

a. Hak Guna Usaha, untuk usaha pertanian, perkebpesernakan,
dengan pemberian jangka waktu selama 35 tahun dgpatd
diperpanjang selama 25 tahun;

b. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, untuk pengembangan
properti. Hak Guna Bangunan diberikan dengan jangk&tu

selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selamah2.t&iak

% |bid., hal. 348.

 Indonesia, PeraturdPemerintah tentang Perwakafan Tanah Mil°. No. 28 Tahun
1997, LN No. 38 Tahun 1977, TLN 3107.

*® Indonesia,Undang-undang Tentang Hak Tanggungan Atas TanalerBe8enda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tan&i) No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No.
3632.

% Boedi Harsonoop. cit.hal. 209.

?® Hutagalungpp. cit hal. 125.
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Pakai diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan atap
diperpanjang selama 20 tahun.
3. Keperluan khusus :

a. Untuk keperluan pembangunan kantor untuk kegiagdnars-hari
atau suatu Instansi Pemerintah seperti Departerdawatan,
Pemerintah Daerah, Lembaga Non Departemen dibedkagan
Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Bagi proyek-progegerti
lapangan terbang diberikan dengan Hak Pengelolafak
Pengelolaan adalah Hak menguasai dari Negara yamgriangan
pelaksanannya sebagian dilimpahkan kepada pemegmangaik
Hak Pakai maupun Hak Pengeloalaan jangka waktuidak t
terbatas, dalam arti selama diperlukan. Mengenaik Ha
Pengelolaan diatur dalam Bab Il Peraturan Mentéeigara
Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang TataaCa
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah NegaraHd&n
Pengelolaar’

b. Untuk perwakilan Negara Asing dan Badan Internadiceperti
Kedutaan Besar, kediaman kepala perwakilan asihgriéan
dengan Hak Pakai dan luasnya sesuai kebutuhan jsegéa
waktunya tidak terbatas.

c. Untuk kegiatan keagamaan atau sosial boleh menaliiah untuk
keperluan sosiaf Memperoleh melalui Badan/Yayasan yang
bergerak di bidang perwakafan tanah dimana tanahnya
diperuntukkan bagi kepentingan sosial masyarakaydiq seperti
rumah ibadah, pesantren, pendidikan. Bagi keperlbadan
keagamaan hak yang paling tepat adalah Hak Pakagade
kemungkinan untuk memperoleh tanah dengan Hak Muikg

» Menteri Negara/Kepala BPNPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanedakh dan Hak PengelolaaPMNA/Ka.
BPN No. 9 Tahun 1999 Ps. 67 sampai dengan Ps. 75.

*® IndonesialUndang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokgfaria, op. cit.,
Ps. 49 ayat (1).
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disebut tanah wakaf. Mengenai tanah wakaf diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ftgntan
Perwakafan Tanah Milik dan pendaftarannya diatutarda
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977aten Tata
Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

A.1.2. Hak-hak atas Tanah yang diatur dalam UUPA

Negara Republik Indonesia memiliki wilayah yangsludengan
jumlah rakyat yang besar. Untuk mengatur selurutahadi wilayah
Republik Indonesia, Negara diberikan kewenangaddsarkan Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 untuk mengatur persediaan, peirean,
penguasaan, penggunaan tanah serta pemeliharaan thnseluruh
wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk tajgunakan bagi
kemakmuran rakyat Indonesia. Kewenangan yang dénerikepada
Negara tersebut karena Negara sebagai organisksadesan seluruh
rakyat Indonesia.

Hak menguasai dari Negara meliputi semua tandédmdailayah
Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang tidaki dalum maupun
yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan. Teamah yang belum
dihaki dengan hak-hak perorangan oleh UUPA dis&mdh-tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara.

Hak menguasai dari Negara tersebut memberikan ewamg
untuk®?

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, peaggy persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan haiara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hakuiara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengendj hir dan

ruang angkasa.

! |bid., Ps. 49 ayat (3).

*bid., Ps. 2 ayat (2).
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Wewenang tersebut digunakan untuk mencapai sebesarnya
kemakmuran rakyat Indonesia. Hak menguasai darafetdak dapat
dipindahkan kepada pihak lain tetapi pelaksanaadagat dilimpahkan
kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat hukumsagainjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional.

Tanah Negara dapat diberikan dengan sesuatu lak tahah
kepada pihak lain. Pemberian hak atas tanah Ndggrada seseorang
atau badan hukum bukan berarti melepaskan Hak Mesaguersebut
dari tanah yang bersangkutan. Tanah tersebut tilgpn penguasaan
Negara. Negara tidak melepaskan kewenangannya tethpdap tanah-
tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak &epgdk lain
menjadi terbatas, sampai batas kewenangan yangaken isi hak yang
diberikan. Batas itu wajib dihormati oleh Negareenguasaan dan
penggunaan tanah yang dilandasi hak tersebut julgaduchgi pleh
hukum. Dilindungi terhadap gangguan dari pihak laaupun penguasa
bila gangguan tersebut tidak ada dasar hukurhya.

Dalam pemberian hak-hak atas tanah kekuasaan, &ggga
dibatasi olen Hak Ulayat masyarakat hukum adat.a§jepg pada
kenyataannya masih ada, Hak Ulayat tersebut diakkengakuan
tersebut disertai 2 syarat yaitu Hak Ulayat diadksistensinya bilamana
menurut kenyataannya di lingkungan masyarakat huladat yang
bersangkutan memang masih ada. Bilamana masih ad&a m
pelaksanaanya harus sedemikian rupa sehingga sedeagan
kepantingan nasional dan Negara, yang berdasapaisatuan bangsa.

Terdapat 5 (lima) jenis hak-hak atas tanah yamgrikan oleh

Negara (Hak atas tanah Primer), yaitu:

a. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dgemenuh yang dapat
dipunyai oleh orang atas tanah. Hak Milik hanyaadapmiliki oleh
perorangan Warga Negara Indonesia. Hak Milik irpateberalih dan
diperalihkan kepada pihak lain dan dapat dibebamgen hak baru

* Harsonoop.cit hal. 276
* Ibid.
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seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa,Usaka Bagi
Hasil atau Hak Menumpang. Hak Milik dapat diwakafkdan juga
dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang dengambdiii hak
tanggungan’
b. Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusah@nah yang
dikuasai langsung oleh Negara, dengan jangka wsttima 35 tahun
dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. Setelapamangan
berakhir, pemegang hak dapat diberikan pembahakmn Guna
Usaha selama 35 tahun. HGU bisa diberikan kepadaydMdegara
Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dengan luasnmn 5 (lima)
hektar®® Pemegang Hak Guna Usaha dapat mengajukan pernmhona
perpanjangan waktu Hak Guna Usaha jika memenuhas$fa
- Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesngadeeadaan,
sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

- Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengak ddah pemegang
Hak Guna Usaha; dan

- Pemegang Hak Guna Usaha tersebut masih memeyainat
sebagai pemegang hak.

c. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk meaair dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukigmyan
sendiri, dengan jangka waktu selama 30 tahun dpatdhperpanjang
selama 20 tahun. Setelah perpanjangan haknya herakpat
diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan selamal@®.t Yang
dapat diberikan Hak Guna Bangunan adalah Wargarsidgdonesia

dan Badan Hukum Indonesta.Untuk mengajukan permohonan

* Indonesia,Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokgkada, op.cit
Ps. 20 dan 21

* Ibid., Ps. 28.

* IndonesiaPeraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak&Bangunan dan
Hak Pakai Atas TanatRP No. 40 Tahun 1996, LN No. 58 Tahun 1996, TLN 3&43, Ps. 9.

** Indoneia,Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokgtada, op.cit Ps.
35.
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perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Bangunan,

pemegang Hak Guna Bangunan harus memenuhi syarat:

- Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sdsagian keadaan,
sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

- Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengak ddleh pemegang
Hak Guna Bangunan;

- Pemegang Hak Guna Bangunan tersebut masih nuémsyarat
sebagai pemegang hak; dan

- Tanah tersebut masih sesuai dengan RencanaRUatay Wilayah
yang bersangkutan.

d. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan danfatunungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara tataah hak milik
orang lain dengan jangka waktu selama 25 tahun dapat
diperpanjang selama 20 tahun. Setelah perpanjajayeyka waktu
berakhir, dapat diberikan pembaharuan Hak Pakansel25 tahun.
Yang dapat diberikan Hak Pakai adalah Warga Negadanesia,
Badan Hukum Indonesia, Departemen, Lembaga PerakeriNion
Departemen dan Pemerintah Daerah, Badan-badan rkaagadan
sosial, orang asing yang berkedudukan di Indon&aaan Hukum
asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, Plitara Negara
Asing dan Perwakilan Badan InternasioffalUuntuk mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembahbialaPakai,
pemegang Hak Pakai harus memenuhi syarat:

- Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sdsagian keadaan,
sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

- Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengak ddah pemegang
Hak Pakai;

** IndonesiaPeraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Haka&Bangunan dan
Hak Pakai Atas Tanah, op.cRs. 26.

* Indoneia,Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokgkasa, op.cit Ps.
41.

* IndonesiaPeraturan Pemerintah tentang Hak Guna Usaha, Hak@Bangunan dan
Hak Pakai Atas Tanah, op.cRs. 46.
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- Pemegang Hak Pakai tersebut masih memenuhatsgabagai
pemegang hak; dan

- Tanah tersebut masih sesuai dengan RencandRUatey Wilayah
yang bersangkutan.

e. Hak Pengelolaan adalah hak atas tanah yandens#@n wewenang
kepada pemegangnya untuk merencanakan peruntukiem d
penggunaan tanahnya, menggunakan tanah untuk kepesendiri
dan menyerahkan bagian dari tanahnya kepada p#tadakmenurut
persyaratan yang telah ditentukan bagi pemegandens&but yang
meliputi segi peruntukkan, segi penggunaan, sewmjkia waktu dan
segi keuntunganny&. Setelah jangka waktu hak atas tanah yang
diberikan kepada pihak ketiga itu berakhir, makaakea tersebut
kembali lagi ke dalam penguasaan sepenuhnya pegeHak
Pengelolaan dalam keadaan bebas dari hak-hak yamdpebaninya.
Hak Pengelolaan ini dulu berasal dari apa yamgghiit “Hak
Beheer”, yaitu hak penguasaan atas tanah negagesgteiah UUPA
melalui PMA No. 9 Tahun 1965 dikonversi menjadi laks tanah
menurut hukum tanah nasional. Kalau dengan Hak &ekenahnya
digunakan oleh instansi pemerintah untuk keperlsmdiri, maka
dikonversi menjadi Hak Pakali, tetapi apabila tayahselain akan
digunakan sendiri, ada bagian-bagian dari tanahnya akan
diserahkan kepada pihak ketiga yang meliputi segumtukkan,
penggunaan dan jangka waktu dan keuangan, makaBedhker
dikonversi menjadi Hak Pengelolaan. Yang dapat ridkae Hak
Pengelolaan adalah Badan Hukum yang didirikan menomkum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang delaradalnya
dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Dasgaiy bergerak
dalam kegiatan usaha sejenis dengan industri dEabyen dan

Lembaga dan instansi Pemerintah.

* IndonesiaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974. 3.
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A.1.3. Tata Cara Memperoleh Tanah

Tata cara memperoleh tanah adalah prosedur sé&stemtuan
hukum yang harus ditempuh dengan tujuan untuk mwukan suatu
hubungan hukum antara subyek tertentu dengan tartehtu.

Dalam rangka menggunakan tata cara yang disediak&um
Tanah Nasional sehubungan dengan sistem perolehnah terdapat 3
(tiga) hal yang perlu diperhatikan yaifd:

a. Proyeknya, yaitu apa yang akan dikembangkan/dibartjuatas
tanah yang diperoleh. Proyek untuk kepentingaragiiatau bisnis.

b. Lokasinya, yaitu letak dari proyek tersebut. Hami&etahui
terlebih dahulu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWjada proyek
tersebut akan dibangun. Untuk proyek tertentu hamgsnohon Izin
Prinsip dan Izin Lokasi dan untuk di Daerah Khud#luskota Jakarta
harus memohon Surat Persetujuan Prinsip Pembebakasi (SP3L).

c. Tanah yang tersedia, perlu dianalisa data fisik data yuridis
tanah tersebut. Data fisik meliputi letaknya, bdtagsnya dan luasnya.
Sedangkan data yuridis meliputi jenis hak atashtapamegang hak atas
tanah dan ada/tidaknya hak lain yang membebanhtéssebut serta
riwayat perolehan tanah tersebut.

Tata cara untuk memperoleh tanah menurut Hukum Hrana

Nasional sebagai berikuf

1. Permohonan dan Pemberian Hak atas Tanah, jika tyaaly

diperlukan berstatus tanah Negara.
2. Pemindahan Hak, jika:
- Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;
- Pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hakgysudah ada;
- Pemilik bersedia menyerahkan tanah.

3. Pelepasan hak yang dilanjutkan dengan permohonampeiaberian

hak atas tanah, jika:

* Hutagalungop.cit.hal. 128.

* Arie Sukanti HutagalungTebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah
(Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia),2e4l. 174.
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- Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak ataun thak ulayat
suatu masyarakat hukum adat;

- Pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memilikk hang
sudah ada;

- Pemilik bersedia menyerahkan tanahnya.

4. Pencabutan Hak yang dilanjutkan dengan permohonan d

pemberian hak atas tanah, jika:

- Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;

- Pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya;

- Tanah tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan peyoban
untuk kepentingan umum.

Permohonan Hak

Hak-hak yang dapat diperoleh atas tanah yang abarkan
permohonan Hak atas Tanah Negara adalah hak-hadempsiaitu Hak
Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Palai Hak
Pengelolaan. Permohonan hak diatur dalam PeraRearerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TaRdPeraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 88fang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah NetaraHak
Pengelolaaff dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahanefangan
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hek Bdnah
Negara.

Apabila permohonan hak baru di atas Tanah Nedgwabulkan,
penerima hak akan menerima Surat Keputusan Pembdak (SKPH),
yang berisi Jenis hak yang diberikan, kewajibandéan penerima hak
dan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan untuktdiipaatkan Buku
Tanah dan Sertipikat Hak atas Tanah sebagai taridaHak.

* IndonesiaPeraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tari@R No. 24 Tahun 1997,
LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Ps. 13.

** Menteri Negara Agraria/Kepala BPReraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atash Negara dan Hak Pengelolaan, op.
cit., Ps. 2 dan 3.
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Pemindahan Hak
Pemindahan hak adalah perbuatan hukum untuk ndamian hak
atas tanah kepada pihak lain. Pemindahan hak #@#akapabila status
hukum pihak yang akan menguasai tanah memenuhjgratan sebagai
pemegang hak atas tanah yang tersedia, dan pemégéngtas tanah
tersebut bersedia untuk memindahkan haknya. Tam&hyhng dapat
dipindahkan adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunank KBuna Usaha
dan Hak Pakai atas Tanah Negara. Bentuk-bentuk ngman hak
melalui:
a. Jual beli, bersifat tunai, yaitu pemindahan haks atanah dan
pembayaran terjadi bersamaan sebagaimana konssqosnladat.
b. Tukar menukar, hak atas tanah tertentu ditukar aeingk atas tanah
lain yang sejenis.
c. Hibah, pemindahan hak yang diberikan secara cummacu
d. Hibah wasiat, pemindahan hak kepada penerima wasjatli apabila
pemberi wasiat sudah meninggal.
e. Pemasukan/Inbreng, pemindahan hak dari pemegaragnskbpada

perseroan sebagai bukti pembayaran sahamnya dalzerpan.

Pembebasan/Pelepasan Tanah

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalgihtake
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hakaai@s dengan
tanah yang dikuasainya dengan memberikan gantigleruatas dasar
musyawarali! Ganti keugian tersebut dapat berupa uang tanah
pengganti, pemukiman pengganti, gabungan dari daa l@bih untuk
ganti kerugian berupa uang, tanah atau pemukimarbdatuk lain yang
disetujui pihak-pihak yang bersangkutan.

Bagi tanah Hak Ulayat ganti kerugian diberikanadal bentuk
pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yamgnéefaat bagi
masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pelepbagaharus diikuti

dengan permohonan hak baru sesuai dengan peuniykkan

¥ Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pengadaan Tanah BagakBahaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umiappres No. 55 Tahun 1993, Ps. 1 angka 2.
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Pencabutan Hak

Pencabutan hak adalah pengambilan tanah kepumphak lain
oleh Pemerintah secara paksa untuk keperluan [esg@Eraan
kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi yayakl bagi pemilik
tanah. Pencabutan hak diatur dalam Pasal 18 UURWahf-undang
Nomor 20 Tahun 1961 dan Instruksi Presiden Nomora@un 1973
tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak atas TamaBehda-benda
yang Ada Diatasnya.

Syarat untuk melaksanakan pencabutan hak adafeth tgang
diperlukan benar-benar untuk kepentingan urfitirmerupakan upaya
terakhir untuk menguasai tanah yang diperlukan fdamya digunakan
dalam keadaan memaksa, harus ada ganti rugi yamd kdan harus

dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden.

A.1.4. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Mengatur Peruntukan
Tanah Untuk Wilayah DKI Jakarta Khususnya Jakarta
Utara

Setiap pemegang hak atas tanah dalam mengguriakahnya
wajib memperhatikan kepentingan bersama selainrtggan pribadi,
yang berpedoman pada Rencana Tata Guna Tanah ygigpkin

Pemerintah Daerah atau Rencana Umum Tata RuangjiKet@nahnya

terletak di kota. Dengan demikian bidang tanah yakg dikuasainya

tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan pnlad yang
sifatnya khusus, akan tetapi bidang tanah hak ydiggnakan oleh
pemegang hak pada hakekatnya merupakan bagiatadah kepunyaan
bersama.

Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnyan diséRTRW)
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk tanah yaumigan tanah
pertanian yang terletak di kota, peruntukkannyaukingerumahan dan

pembangunan lainnya. Dalam hal ini diberlakukarappgan lain untuk

*® Indonesia,Instruksi Presiden tentang Pedoman-pedoman PelasarPencabutan
Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Digéasmpres No. 9 Tahun 1973, Ps.1.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Citra Dora Marselia, FH Ul, 2011.



28

mengatur bangunan yang dapat dibangun seperti ${eofi Lantai
Bangunan (KLB) dan intensitas ketinggian dari sudtangunan.
Peraturan bangunan tersebut diperlukan karena hangyang akan
dibangun dapat berpengaruh terhadap masalah dasiakonomi warga
sekitar bangunan tersebfit.

Untuk tanah pertanian yang terletak di desaurgakan tanah
tersebut dapat diubah melalui RTRW menjadi tanah pertanian
dengan kondisi apabila ada investor yang berseddagembangkan
tanahnya. Sebagai contoh tanah non pertanian dipbaimtukkannya
menurut RTRW dapat dijadikan pemukiman. Peruntukleasebut tidak
langsung berubah, tanah tersebut masih dapat dipgkgn untuk
pertanian sampai ada investor/pengembang yang ksuadha
menggunakan tanah tersebut sesuai RTRW yang ditgiapemerintah
Daerah tersebut.

Penataan Ruang diatur dalam Undang-undang NomdaBgdn
1992 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan resmnguan untuk
dapat™®
a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasarutiggk yang
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan EHgsion
b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang &awaslung
dan budi daya;
c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitakuntu
- Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudir luan
sejahtera,;
- Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberadayadan
sumber daya buatan dengan memperhatikan subendayasia;
- Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegahas

menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

* Sunaryo BasukiPengadaan Tanah Untuk Keperluan Bisnis dan Sistemol€han
Tanah yang Berlaku di Indonesia, Bahan Bacaan Rgdep Perkuliahan(Jakarta: 2005), hal. 6A.

*® IndonesialUndang-undang Tentang Penataan Ruadty No. 24 Tahun 1992, LN No.
115 Tahun 1992, TLN No. 3501, Ps. 3.
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- Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan d
keamanan.

Masyarakat berhak menikmati manfaat ruang tersédumasuk
pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataargrdan berhak pula
untuk:>*

- Mengetahui rencana tata ruang;

- Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ryemganfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi ydiadaminya
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangungnsganai dengan
rencana tata ruang.

Selain mempunyai hak tersebut di atas, masyarak&ewajiban
pula untuk berperan serta dalam memelihara kualiasg dan menaati

rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

A.15. Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi
Kepentingan Umum Menurut Keppres No. 55 Tahun 1993
dan Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun
2006.

a. Pengertian Pengadaan Tanah Menurut Keppres SNd.abun 1993

dan Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 66rTa6006.
Pengadaan tanah adalah penyediaan tanah bagintkegan
pembangunan sesuai dengan program pemerintah gkatgditetapkan.

Secara yuridis pengadaan tanah dapat diartikargaebda pihak yang

membebaskan dan ada pihak yang melepaskan hakadilrespatu

perbuatan hukum antara dua pihak tersebut yan@tdikgn dalam suatu
akta pembebasan hak atas tanah.
Sebelum diterbitkannya Keppres No. 55 Tahun3198asalah

pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam

*! bid., Ps. 4.

>2 |bid., Ps. 5.
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1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahudv51 tentang
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun/6l%entang
Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan
Pemerintah bagi Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 TahuB51l%ntang Tata
Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pennamgi
Wilayah Kecamatan.

Dengan diterbitkannya Keppres No. 55 Tahun 19%ka ketiga
peraturan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku

Pengertian pengadaan tanah dalam Keppres Ndabgn 1993
yaitu setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah decgie@ memberikan
ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah terSeb

Keppres No. 55 Tahun 193 menegaskan bahwatketetentang
pengadaan tanah yang diatur dalam Keppres ini semata digunakan
untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaamepgunan untuk
kepentingan umum. Dengan demikian, maka ketentoamanya bisa
diterapkan kalau ada tuntutan kepentingan umum heaki
diadakannya suatu proyek atau kegiatan terteniydarbangunan yang
menghendaki pengadaan tarah.

Dalam Pasal 1 angka 2 Keppres No. 55 Tahun p@®gadaan
tanah dilakukan dengan cara pelepasan atau peayehak atas tanah
yaitu kegiatan yang melepaskan hubungan hukumaptmegang hak
atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengaberikam ganti rugi
atas dasar musyawarah.

Tanggal 3 Mei 2005 Pemerintah menerbitkan BeaatPresiden
No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagikdael@an
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terbitnya BsrpMo. 36
Tahun 2005 karena Keppres No. 55 Tahun 1993 dipantidak sesuai

>* IndonesiaKeputusan Presiden tentang Pengadaan Tanah BagkBahaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, op.Bs. 1 angka 1.

>* AbdurrahmanPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Wepkntingan
Umum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 29.
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lagi sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangwmink

kepentingan umum. Tidak jelas apakah alasannyaiteakpek filosofis,

yuridis, sosiologis atau karena pertimbangan yaacsitat pragmatis
yang lazim disebut “terobosan”.
Pengadaan tanah untuk pembangunan sebagainegpaels No.

55 Tahun 1993 menghadirkan dua persoalan, yakrodegtembebasan

tanah dan untuk apa pembebasan tanah dilakukaa. tiagtkat metode

negosiasi pembebasan tanah lebih merupakan tindakaggal

Pemerintah karena apapun bukti atau alasan dayatakdak dapat

mengalahkan proyek pembangunan yang dicanangkanerPési.

Alasan kepentingan umum didefinisikan sebagai kipgan seluruh

rakyat tapi sulit menjelaskan kehadiran rakyat miapembangunan yang

mengakibatkan banyaknya rakyat kehilangan tanakmyi >
Perpres No. 36 Tahun 2005 ini ditetapkan demgatimbangan:

1. Terjadinya peningkatan pembangunan untuk rkemgmn umum
yang memerlukan tanah, pengadaan tanahnya peskulddn secara
cepat dan transparan dengan tetap memperhatikansigri
penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.

2. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangondnkepentingan
umum sebagaimana telah ditetapkan dengan KeppreS5\Ndahun
1993, sudah tidak sesuai sebagai landasan hukuamdedngka
pembangunan untuk kepentingan umum.

Pengertian pengadaan tanah dalam Perpres éNtahBin 2005
adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah adencara
memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan tateatgan cara

memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atanyenahkan

> Maria S.W. Sumardjondkebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implemsinta
(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hal. 102.

*® Hutagalung, Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan No. 36 Tahun BORhususnya
Menyangkut Pengertian Kepentingan Umum, op. cit.
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tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yangtaderdt@ngan tanah
atau dengan pencabutan hak atas tahah.

Pengadaan tanah untuk melaksanakan pembanguagh b
kepentingan umum menurut Perpres No. 36 Tahun 2fizkukan
dengan cara pelepasan/penyerahan hak atas tanah datagan
pencabutan hak atas tanah dan pelepasan atau @iesydrak atas tanah
harus dilakukan berdasarkan prinsip penghormateratzes tanaf®

Adanya prinsip penghormatan terhadap hak ataaht ternyata
tidak tercermin dalam Perpres No. 36 Tahun 2005seperti yang
terlihat dalam Pasal 4 bahwa pemilik tanah yanghakenjual tanah
miliknya dimana tanah tersebut telah ditetapkan agab lokasi
pembangunan untuk kepentingan umum harus mendapptaetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Bupati/Walikota at&ubernur. Sedangkan
pemegang hak atas tanah mempunyai hak dan kewenamgak
melakukan tindakan hukum atas tanah miliknya tanpemerlukan
persetujuan dari Instansi Pemerintah.

Metode pengadaan tanah berupa pencabutan dskaath juga
tidak mencerminkan prinsip penghormatan terhadépabas tanah dan
asas-asas pengadaan tanah karena pencabutan hgkdyakukan
dengan UU No. 20 Tahun 1961 tersebut harus dalaadaes yang
memaksa, tetapi pada Perpres No. 36 Tahun 2006alpetan hak dapat
dilakukan dengan alasan pembangunan untuk kepantingmum,
Pemerintah melalui panitia pengadaan tanah daptat iserta mencabut
hak atas seseorang yang tidak mau pindah dari tpaadp ia tempati.
Pencabutan hak atas tanah adalah mekanisme yamg di@h Perpres
No. 36 Tahun 2005 apabila kata sepakat tak kunjangapai. Padahal
perolehan tanah harus tetap mengedepankan asasm hudan

musyawarabh.

* Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagiak8ahaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, op.R#.,1 angka 3.

** |bid., Ps. 2 ayat (1) dan Ps. 3.
**Ibid., Ps. 4 ayat (3).
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Maka untuk meningkatkan prinsip penghormatahai@gap hak-
hak atas tanah dan kepastian hukum dalam pengaidaam bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umung Pexkerintah
mengubah dan menambah beberapa pasal pada Pepr&$ Nahun
2005 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Noab&nr2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun Z2@fang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepektingan
Umum yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2006.

Pengertian pengadaan tanah menurut Perpres6®olahun
2006 tersebut yaitu setiap kegiatan untuk mendapatnah dengan cara
memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atanyenahkan
tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yandgtéed@ngan tanah.
Pengadaan tanah menurut Perpres No. 65 Tahun 2@886ké&n dengan
cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah diadgikan
berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hakaatak®
b. Kepentingan Umum Menurut Keppres No. 55 Talia93 dan

Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tab0f.2

Definisi dari kepentingan umum belum dapatathkan spesifik.
Kepentingan umum sebagai konsep harus berjalaraimgidgan dengan
terwujudnya negara. Negara dibentuk demi kepentingiaum dan hukum
merupakan sarana utama untuk mewujudkan kepentimgam tersebut.
Hukum tidak mempunyai pilihan lain kecuali disangimenjamin
kepentingan umum juga melindungi kepentingan pegaa agar keadilan
dapat terlaksana. Begitu pentingnya arti kepentinganum dalam
kehidupan bernegara dan dalam praktiknya berbentudengan
kepentingan individu maka perlu didefinisikan demgslas®’

Menurut Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono SWCL. MPA., bahwa:
“Kepentingan umum sebagai konsep tidak sulit dipahapi tidak mudah

*® Indonesia,Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas PeratuPagsiden No. 36
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksafanbangunan Untuk Kepentingan
Umum, op. cit.Ps. 1 angka 3.

®' Sunarno,“Tinjauan Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalamr@edaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum”http://www.umy.ac.id/hukum/download/narno.htm
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didefinisikan. Kepentingan Umum menurut Keppres B6.Tahun 1993
didefinisikan sebagai kepentingan seluruh lapisasyarakat, sedangkan
mengenai kegiatan pembangunan untuk kepentingamudilbatasi pada
kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjuthgaliki oleh
Pemerintah, serta tidak digunakan untuk mencarintkegan. Dengan
demikian interpretasi kegiatan yang termasuk datategori kepentingan
umum dibatasi pada terpenuhinya unsur tersefut.”

Pengertian kepentingan umum yang sangat #peddin jelas

terdapat pada UU No. 21 Tahun 1961 dan InstrulesiBen No. 9 Tahun
1973 tentang Pedoman pelaksanaan Pencabutan HaktdmK anah dan
Benda-benda yang ada di atasnya, yaitu suatu kegidalam rangka
pelaksanaan yang bersifat kepentingan umum apledylantingan tersebut
menyangkuf®

-Kepentingan bangsa dan negara;

-Kepentingan masyarakat luas;

-Kepentingan rakyat banyak;

-Kepentingan pembangunan.

Tanah yang dihaki seseorang bukan hanya mempuuaggsif bagi
pemilik hak saja, tetapi juga bagi bangsa Indoneslaruhnya. Sebagai
konsekuensinya maka dalam mempergunakan tanah lyarsgngkutan
bukan hanya kepentingan yang berhak sendiri sajg ggpakai sebagai
pedoman, tetapi juga harus diingat dan diperhatikapentingan
masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangara &epentingan
yang mempunyai dan kepentingan masyar%ﬂ<at.

Pembatasan bidang-bidang yang termasuk dalam kegantumum
pada Keppres No. 55 Tahun 1993 menyebutkan bahpenkagan umum
berdasarkan keputusan presiden ini dibatasi unerkbangunan yang
dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah séidak digunakan untuk

mencari keuntungan, meliputi sebagai berfRut:

®2 Sumardjonoopp. cit.,hal. 73.

* Indonesia,Instruksi Presiden Tentang Pedoman-Pedoman PelaksaiPencabutan
Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Bneda Yang Ada dnf¢aop.cit. Ps. 1.

* Harsonoop.cit.,hal. 286

® IndonesiaKeputusan Presiden Tentang Pengadaan Tanah BagkBahaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, oplek.,5.
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o))

. Jalan umum, saluran pembuangan air;

b. Waduk bendungan dan bangunan perairan lainnyaaselk saluran
irigasi;

Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan Masyaraka

. Pelabuhan atau Bandar Udara atau Terminal;

. Peribadatan;

- o Qo O

Pendidikan atau sekolahan;

Pasar umum atau pasar inpres;

> @

. Fasilitas pemakaman umum;

Fasilitas keselamatan umum seperti tanggulapggulangan bahaya
banjir, lahar dan lain-lain bencana;
j. Pos dan telekomunikasi;
k. Sarana olahraga;
|. Stasiun penyiaran radio, televisi serta saparalukungnya;
m. Kantor Pemerintah;
n. Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indcexesi

Pengertian kepentingan umum menurut PerpreS8ldahun 2005
jo Perpres No. 65 Tahun 2006 diatur dalam Pasalgkea5, kepentingan
umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan ama&sy. Ini
mengandung arti bahwa dalam Perpres No. 36 tah% 2idak ada
kriteria pembatasan kepentingan umum, hal ini mémbkemungkinan
pengadaan tanah oleh swasta difasilitasi Pemerisedangkan biayanya
dibebankan kepada swasta/investor.

Menurut pandangan Prof. Dr. Maria S. W. Sufjesmmo SH. MCL.

MPA.:

“Kepentingan umum dalam Perpres No. 36 Tahun 20@fah berbeda
jauh dengan sebelumnya. Perluasan objek dalameRehw. 36 Tahun
2005 boleh dikatakan tidak lagi murni untuk kepegdn pembangunan.
Karena beberapa objek pada Perpres No. 36 Tahurb Ziddla
kenyataannya sudah tidak lagi sepenuhnya dikelédédn @emerintah,
melainkan terdapat campur tangan swasta dan danjukituk mencari
keuntungan ¥

* Sumardjonopp.cit., hal. 103.

*” Gie, Leo, “Perpres Pengadaan Tanah: Format Kediibstansi Banyak Persoalan”,
http://hukumonline.com/detail.asp?id=12873&cl=Fgkliz Mei 2005.
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Perbedaan pengertian kepentingan umum antappr&e No. 55

Tahun 1993 dan Perpres No. 36 Tahun 2005 terseimg smenimbulkan
pro dan kontra di masyarakat. Maka untuk dapat e@egankan prinsip

penghormatan hak atas tanah, kepentingan umumidangsbidang yang

termasuk kepentingan umum dalam Perpres No. 36 nrab@05

disempurnakan dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 wagbatasi

kepentingan umum untuk sebagian masyarakat dengaerik yaitu

kegiatan pembangunannya dilakukan dan selanjutipdild atau akan

dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Menurut Perpres No. 36 Tahun 2005 pembangunatuku

kepentingan umum yang dilaksanakan PemerintahReaerintah daerah

meliputi®®

a.

= (o]

-~ 0 a o T

Jalan umum, jalan tol rel kereta api (diatasltami ruang atas tanah
ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minunbisih, saluran

pembuangan air dan sanitasi;

. Waduk, bendungan dan bangunan perairan lainnya;

Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat

. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta agedamal;

. Peribadatan;

Pendidikan atau sekolah:

. Pasar umum:;

. Fasilitas pemakaman umum;

Fasilitas keselamatan umum;
Pos dan telekomunikasi;

Sarana olahraga;

. Stasiun penyiaran radio, televisi dan saramalpkungnya;

m. Kantor pemerintah, pemerintah Daerah, perwakilegara asing,

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan atau lembaga-lenibi@gaasional

dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa,;

68

Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah BagiakBahaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, opleg. 5.
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n. Fasilitas Tentara Nasional dan Kepolisian Regulnidonesia sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;
Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;

Rumah susun sederhana;

2 B o

. Tempat pembuangan sampah;

-

Cagar alam dan cagar budaya;

s. Pertamanan;

t. Panti sosial;

u. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga kstri

Sedangkan menurut Perpres No. 65 Tahun 2006, peuban
untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemériii@u Pemerintah

Daerah yang selanjutnya dimiliki atau akan dimitikeh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah, melip§ti:

a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (diatamha di ruang atas tanah
ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minurbgisih, saluran
pembuangan air dan sanitasi;

b. Waduk, bendungan irigasi dan bangunan peraaianya;

c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta agedamal,

d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul nEndangan bahaya
banjir, lahar dan lain-lain bencana;

e. Tempat pembuangan sampabh;

f. Cagar alam dan cagar budaya,;

g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

A.2. Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Menurut Keppres No. 55 Tahun 1993 dan
Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006
A.2.1. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah

Proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembandpagi

kepentingan umum tidak terlepas dari peran pamgagadaan tanah.

* Indonesia,Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas PeratuPagsiden No. 36
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksafaanbangunan Untuk Kepentingan
Umum, op.cit.Ps. 5.
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Peran yang dijalani panitia tersebut amatlah bekar berhasil atau
tidaknya proses pelepasan hak atas tanah milikavsaggat bergantung
dengan kinerja panitia tersebut. Dalam hal ini fianpengadaan tanah
dituntut untuk bekerja secara maksimal dengan m@mg tinggi
kejujuran serta tidak melanggar hukum dan peratpeaaturan yang
berlaku sehubungan dengan pengadaan tanah tersebut.

Menurut Keppres No. 55 Tahun 1993, Panitia Péaga Tanah
adalah panitia yang dibentuk untuk membantu pengawdanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.an@ezh
pembentukan Panitia Pengadaan Tanah dalam KeppresSN'ahun 1993
diatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan utilekukan dengan
bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk @lgternur Kepala
Daerah Tingkat | di setiap Kabupaten atau Kotamddigarah Tingkat II.
Untuk tanah yang terletak di dua wilayah kabup&tsaimadya atau lebih,
dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tamgketi Propinsi yang
diketuai atau dibentuk oleh Gubernur Kepala Daéraigkat |, dimana
susunan keanggotaannya sejauh mungkin mewakiansastnstansi yang
terkait di tingkat Propinsi dan Daerah Tingkat ding bersangkutaff.

Susunan Panitia Pengadaan Tanah menurut Keppurdsrdiri
dari:"*

1. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat $ebagai Ketua
merangkap anggota;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadyagse Wakil Ketua
merangkap anggota,;

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangwelragai anggota;

4. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertargggawab di bidang
pembangunan, sebagai anggota,

5. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertangggawab di bidang

pertanian, sebagai anggota;

”® Indonesia, Keputusan Presiden tentang PengadaamahT®agi Pelaksanaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, op.cit., Reigka 4 dan Ps. 6 ayat (1).
71 H
Ibid., Ps. 7.
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6. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dianaencana dan
pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebggaia

7. Lurah/Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bglaanah dimana
rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlgngseinagai
anggota;

8. Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Bidang Pertadriratau Kepala
Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati/Walikotaraadsebagai
Sekretaris | bukan anggota;

9. Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupatéatkéalya, sebagai
Sekretaris 1l bukan anggota.

Sebagaimana Surat Edaran Menteri Agraria/KepBadan
Pertanahan Nasional tanggal 28 Juni 1993 Nomor20¥%32 meminta
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat | seluruhoriadia untuk
membentuk Panitia Pengadaan Tanah di setiap Katupah Kotamadya
Dati Il yang ada di setiap Propinsi, sedangkan tRaRiengadaan Tanah
tingkat Propinsi pembentukannya dapat dilakukan adan diperlukan.
Melihat kedudukan dan struktur Panitia Pengadaanafiatersebut,
merupakan panitia daerah yang berada di bawah tagggdgawab
Pemerintah Daerah setempat, sedangkan Badan Pemardasional
hanya berkewajiban membantu pelaksanaan tugas slimabaik dalam
kepemimpinan maupun kesekertariatan.

Tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagai béfikut:

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atashtdmangunan, tanaman
dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengarh tgaag hak
atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;

2. Mengadakan penelitian mengenai status hukuahtgang hak atasnya
akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen penduo¥a;

3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kemugtas tanah yang

hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;

2 Soejono dan Abdurrahmalrosedur Pendaftaran Tanah: Tentang Hak Milik, Hak
Sewa Guna dan Hak Guna Banguneet. 2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal. 85.

7 Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Tanah BagakBahaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umuwp.cit., Ps. 8.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Citra Dora Marselia, FH Ul, 2011.



40

4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadzegeng hak atas
tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tsehuit;

5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegangtédskanah dan
Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalagkeamenetapkan
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;

6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang gamtyian kepada para
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman daa-lemda lain
yang ada di atas tanah;

7. Membuat berita acara pelepasan atau penyelratkastas tanah.

Panitia Pengadaan Tanah memperoleh honorariurasaell%
(satu persen) dari jumlah taksiran ganti kerugidonorarium tersebut
dibebankan kepada Instansi Pemerintah yang menaerkakaH*

Keberadaan Panitia Pengadaan Tanah dalam kegatayadaan
tanah dimaksudkan sebagai mediator/perantara apéan@gang hak atas
tanah dan pihak yang memerlukan tanah. Dengan persebut dapatkah
Panitia Pengadaan Tanah bersikap sebagai medetgrigdependen dan
netral?

Menurut Prof. Arie S. Hutagalung SH., MLI., dang
memperhatikan tugas Panitia Pengadaan Tanah sei@agadiatur dalam
Pasal 9 Keppres No. 55 Tahun 1993 tersebut suditBanitia Pengadaan
Tanah untuk menjalankan tugas secara netral daspémdien, hal ini
mengingat™
a. Dalam susunan Panitia Pengadaan Tanah tiddibatkan tokoh

masyarakat dan pimpinan informasi setempat sertmbdga
independen, sehingga kepentingan dari masyarakay yerkena
pembangunan kurang terlindungi.

b. Dalam memeperoleh honorarium dari Instansi Petah yang
memerlukan tanah, maka posisi Panitia PengadaamhTaebagai

mediator yang independen dan netral patut dipeateary.

" Kementerian Negara AgrariReraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55mMaR93 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Unopit., Ps. 45.

> Hutagalung, op.cit., hal. 160.
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c. Deskripsi dari tugas Panita Pengadaan Tandi pémjau kembali
mengingat posisinya sebagai perantara.

Mengenai Panitia Pengadaan Tanah yang diatupri€spNo. 55
Tahun 1993 dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 jad2eNp. 65 Tahun
2006 terdapat perbedaan yaitu dari susunan and@ptéia Pengadaan
Tanah dan tugas dari Panitia Pengadaan Tanahuérseb

Pada Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres Nd.aGbn 2006,
pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayabupaten/kota
dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tarmtp&ten/kota yang
dibentuk oleh Bupati/Walikota. Untuk Propinsi Daerkhusus lbukota
Jakarta, Panitia Pengadaan Tanah dibentuk oleh r@wbentuk tanah
yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atéihledilakukan dengan
bantuan Panitia Pengadaan Tanah Propinsi yangtdibeieh Gubernur.
Sedangkan tanah yang terletak di dua wilayah psopatau lebih,
dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanal dientuk oleh
Menteri Dalam Negeri yang terdiri dari unsur Pemith dan unsur
Pemerintah Daerah terkaft.

Susunan keanggotaan kepanitiaan dalam Perpres3séNdahun
2005 jo Perpes No. 65 Tahun 2006 tidak diatur sédam rinci
sebagaimana Keppres No. 55 Tahun 1993. Menurutl Basyat (5)
Perpres No. 36 Tahun 2005 susunan keanggotaaniaP&ahgadaan
Tanah terdiri dari unsur perangkat daerah terk&gmudian susunan
keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah disempurnakan &erpres No.
65 Tahun 2006 yang diatur dalam Pasal 6 ayat (%waasusunan
keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah terdiri atas perangkat daerah
dan unsur Badan Pertanahan Nasional. Dimasukkamomgar Badan
Pertanahan Nasional dalam susunan keanggotaamHarigadaan Tanah
dimaksudkan untuk dapat melakukan tugas penelitiemgenai status

hukum tanah yang akan dilepaskan. Peran BadannBkea Nasional

’® Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagiak®ahaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umam.cit, Ps. 6.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Citra Dora Marselia, FH Ul, 2011.



42

sangat diperlukan karena data fisik dan data yartdnah yang akan
dilepaskan tersebut diperoleh dari Kantor Pertamaha
Tugas Panitia Pengadaan Tanah menurut PerpregSNdahun

2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 yaifu:

a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi ateghtebangunan, tanaman
dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengarh tgaag hak
atasnya dilepaskan atau diserahkan;

b. Mengadakan penelitian mengenai status hukuahtgang hak atasnya
akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yandukengnya;

c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti ruag gnah yang hak
atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;

d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadsyarakat yang
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegangrzihsmengenai
rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, delaimk konsultasi
publik baik melalui tatap muka, media cetak maumedia elektronik
agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yarkema rencana
pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegangtaatas dan
instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yaamerlukan
tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/besaanyiarggi;

f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti ejga#a para pemegang
hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-k@ndgahg ada di
atas tanah;

g. Membuat berita acara pelepasan atau penyelatkaatas tanah;

h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semiberkas
pengadaan tanah dan menyerahkannya kepada pihgkgaipeten.

Tugas Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukgelgsan dan
penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencangbgmgunan

mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dadgomme® No. 36

Tahun 2005 lebih dilaksanakan secara aktif dibagidin tugas panitia

dalam Keppres No. 55 Tahun 1993. Bahwa penjelasanpgnyuluhan

7 bid., Ps. 7.
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tersebut dilakukan dalam bentuk konsultasi publi&laiui tatap muka,
media cetak, media elektronik untuk dapat diketableh seluruh
masyarakat yang terkena rencana pembangunan terseberta
ditambahkan tugas panitia untuk  mengadministrasikatian
mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanamelayerahkan
kepada pihak yang kompeten.

Kemudian oleh Perpres No. 65 Tahun 2006 tugasiti®&an
Pengadaan Tanah disempurnakan dengan mengubah Pdsatlir c
sehingga tugas panitia turut berperan untuk mekatapesarnya ganti
rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan asawatikar{®

A.2.2. Proses Pelaksanaan Pengadaan Tanah Menurut Keppres
No. 55 Tahun 1993 dan Perpres No. 36 Tahun 2005 jo
Perpres No. 65 Tahun 2006

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangundaok un
kepentingan umum dilaksanakan dengan cara pele@daanpenyerahan
hak’® Pelepasan hak adalah kegiatan melepaskan hubtingam antara
pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikyasaiengan
memberikan ganti rugi kerugian atas dasar musyduara

Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pengadanah menurut
Keppres No. 5 Tahun 1993, pada tanggal 14 Juni 1P&rherintah
mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepdBadan
Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut PMNA/KRNBNo. 1 Tahun
1994) tentang Ketentuan Pelaksana Keputusan Pneskepublik
Indonesia No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan TBagilPelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan @mgatur secara
rinci pembentukan pembentukan Panitia PengadaarahTai tingkat
kabupaten/kota dan propinsi, tata cara pengadaah taeliputi penetapan

’® Indonesia,Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas PeratuPagsiden No. 36
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksafamnbangunan Untuk Kepentingan
Umum op.cit., Ps. 7 butir C

” Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Tanah BagakBahaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, opRst.2 ayat (2).

% bid., Ps. 1 angka 2.
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lokasi, tata kerja panitia, pelaksanaan musyawdeahpenetapan bentuk
serta besarnya ganti rugi, keberatan terhadap gutpanitia, pelaksanaan
pemberian ganti rugi, pelepasan, penyerahan damgbenan hak atas
tanah, tata cara usul pencabutan hak, pengadaah tkala kecil dan
biaya pengadaan tanah.

Pencabutan hak yaitu pengambilan tanah kepunp#aak lain
oleh Pemerintah secara paksa untuk keperluan pETggdraan
kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi yayakl kepada
pemilik tanah. Pencabutan hak adalah perbuatan nmusepihak yang
dilakukan oleh Pemerintah. Syarat untuk melakukamcabutan hak atas
tanah vyaitu tanah tersebut benar-benar untuk kiegam umum,
merupakan upaya terakhir untuk menguasai tanah ggrerlukan dan
hanya digunakan dalam keadaan memaksa, harus adargg yang
layak, harus dilaksanakan berdasarkan keputusasdBne Apabila ganti
rugi tidak memuaskan harus banding ke Pengadilaggr?*

Tata cara pengadaan tanah yang diatur dalampreé3elNo. 36
Tahun 2005 meliputi 3 (tiga) cara yaitu pelepastu @enyerahan hak
atas tanah, pencabutan hak atas tanah, jual bk#r menukar atau cara
lain yang disepakati secara sukarela oleh piha&kpylang bersangkutan.

Adapun tahapan pengadaan tanah oleh Pemerintaiok
pembangunan bagi kepentingan umum harus dimulapdases jual beli,
tukar menukar atau cara lain yang disepakati pidwakpBila cara tersebut
tidak berhasil maka ditempuh cara berikutnya ygielepasan atau
penyerahan hak atas tanah disertai pemberian gentigian. Apabila
kedua cara di atas belum berhasil dilakukan periaabbak atas tanah
disertai pemberian ganti rugi.

Konsep dasar pengadaan tanah menurut PerpreS@Ndahun
2005 adalah melalui pelepasan atau penyerahanthakamah dilakukan
melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan pemdgdngtas tanah

dan pihak yang memerlukan tanah.

' Hutagalungpp.cit, hal. 182.
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Pengadaan tanah melalui cara tersebut harussatichn pada
RTRW yang telah ditetapkan terlebih dahulu, atatdésarkan RTRW
yang sudah ada sebelumnya jika yang baru belumtapkan®
Musyawarah dilakukan secara langsung antara pergdua atas tanah
dengan Panitia Pengadaan Tanah dan instansi péamerigang
memerlukan tanaf?

Apabila musyawarah tidak mencapai kata sepakagenai bentuk
dan besarnya ganti rugi, panitia menyerahkan plknsdarsebut kepada
Bupati/Walikota atau Gubernur untuk memutus besaganti rugi dengan
mempertimbangkan permintaan pemegang hak atas. tAaghtanah yang
sangat dibutuhkan dan tidak dapat dipindahkan kasliolain, ganti rugi
yang ditetapkan panitia dapat dititipkan ke penigadf

Apabila upaya pelepasan atau penyerahan hakaatah tidak juga
memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besganyiarugi maka
dapat dilakukan pencabutan hak atas tanah. Pemacalhatkk atas tanah
diajukan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri DalaNegeri sesuai
kewenangannya kepada Presiden melalui Kepala Bd@amanahan
Nasional dengan tembusan kepada menteri dan ingi@mg memerlukan
tanah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Man{3ia.

Pencabutan hak atas tanah dilakukan sesuaiadedty No. 20
Tahun 1961. Atas permohonan tersebut Presiden aapayetujui atau
menolak. Apabila permohonan pencabutan hak atah thdak disetujui
oleh Presiden maka tanah harus dikembalikan dalaaddan semula
kepada pemegang hak atas tanah. Jika permohonaabpgan hak atas
tanah disetujui maka Presiden menerbitkan Surauispn pencabutan
hak atas tanah disertai pemberian ganti rugi.

Pasal 20 Perpres No. 36 Tahun 2003 menyebutiamva

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ryemgerlukan

® Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagiak8ahaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, opeg.,4 ayat (1) dan (2).

® bid., Ps. 9 ayat (1).
* Ibid., Ps. 10 ayat (2).

® |bid., Ps. 18.
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tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) he#tgrat dilakukan secara
langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukaaht dengan para
pemegang hak atas tanah dengan cara jual belit@gkan menukar atau
cara lain yang disepakati para pihak. Hal ini ketartuk tanah yang tidak
lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan secara langsoamun dapat juga
dengan meminta bantuan panitia melalui cara pedepatau penyerahan
hak atas tanaff.

Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kegantiomum
menurut Perpres No. 36 Tahun 2005 jo Perpres N@.adbin 2006 sudah
diterbitkan pengaturan petunjuk pelaksanaannya yatla tanggal 21 Mei
2007 ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanalasiomal No. 3
Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpre8@\dahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembanduniuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah denggmreBeNo. 65
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No. B6nT2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepgatingan
Umum. Bahwa berdasarkan Peraturan/Ka. BPN No. aif&007, untuk
dapat memperoleh tanah bagi pelaksanaan pembangumnk
kepentingan umum, instansi pemerintah yang memeniulanah harus
mengajukan proposal rencana pembangunan minimasaliu)( tahun
sebelum pelaksanaan pembangunan, dengan mengtftaikan
a. Maksud dan tujuan pembangunan;

b. Letak dan lokasi pembangunan;
c. Luasan tanah yang diperlukan;

d. Sumber pendanaan;

% H. Achmad RubaieHukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umaoet. 1

(Malang Pusat Studi Desentralisasi dan PerancaHg&nm dan Bayumedia Publishing, 2007),

hal. 120.

87

Badan pertanahan Nasion#leputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang

Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 200&mgrPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Pembang

unan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Tilsbah Dengan Perpres No. 65

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres 36/208%amg Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan UnRaraturan Ka. BPN No. 3 Tahun 2007, Ps.

2 ayat (1)
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. Analisis kelayakan lingkungan perencanaan peagwmn, termasuk
dampak pembangunan berikut upaya pencegahan dgammaliannya.
Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota bertugak: %

. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadgarakat;

b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atagnigidanah, bangunan,

tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan detgah yang
haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

. Mengadakan penelitian mengenai status hukumngidanah yang
haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokperetukungnya,

. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisabiagaimana butir b
dan c di atas;

. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/ataaglbsn, dan/atau
tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkagiagad tanah dari
Lembaga atau Penilai Harga Tanah dan pejabat yamngnggung
jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atadabkin yang
berkaitan dengan tanah;

. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dgtansi pemerintah
yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan ketan/atau
besarnya ganti rugi;

. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yaaknya akan
dilepaskan atau diserahkan;

. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti ryggideepara pemilik;

i. Membuat berita acara pelepasan atau penyeratian h

j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan sembarkas

pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansrip&h yang
memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupattay/Ko

. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangemyelesaian
pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubelnila
musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk merigkemutusan.

Dalam pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakaah ta

dijelaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan insp@mserintah yang

% Ibid., Ps. 14 ayat (3)
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memerlukan tanah mengenai tujuan dan manfaat peyuban tersebdf
Apabila hasil penyuluhan diterima oleh masyarakanhitk tanah maka
kegiatan pengadaan tanah dapat dilanjutkan darmpbilguluhan tersebut
tidak dapat diterima masyarakat pemilik tanah ndike&ukan penyuluhan
kembali. Setelah penyuluhan kembali tetap tidakatagiterima oleh
masyarakat sekitar sebanyak 75% (tujuh puluh liraesgn) sedangkan
lokasi pembangunan dapat dipindahkan maka insta@sierintah yang
memerlukan tanah mengajukan alternatif lokasi teiapi apabila ternyata
lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan makaerldikukan
pencabutan hak sebagaimana diatur dalam UU NoaBQrm196£°

Pelaksanaan musyawarah dalam peraturan ini d#iakiselama
120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal undangesyawarah pertama,
bila rencana pembangunan telah mendapat persetojuamal sebanyak
75% (tujuh puluh lima persen) dari para pemilikafarmaka dilaksanakan
penyerahan ganti kerugian dengan membuat BeritaaAP&nyerahan
Ganti Rugi. Apabila pemilik tanah menolak penyeralganti kerugian
tersebut setelah 120 (seratus dua puluh) hari iRaRg&ngadaan Tanah
membuat Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi dan tbitlp mendapat
penolakan dari pemilik tanah, maka Panitia Pengaddaanah
memerintahkan agar instansi pemerintah yang mek@rlutanah
menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan negerigyariayah hukumnya
meliputi lokasi tanah untuk pembangunan tersébut.

Pemilik tanah yang keberatan mengenai bentukbdaarnya ganti
rugi dapat mengajukan kepada Bupati/Walikota ataue®nur disertai
penjelasan mengenai penyebab keberatannya. Peramohkeberatan
tersebut akan diputuskan  bagaimana  penyelesaianngkzh
Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Wilayah DKI ddk atau Menteri
Dalam Negeri untuk wilayah yang terletak di 2 (datgu lebih propinsi.

¥ bid., Ps. 19 ayat (1).
**bid., Ps. 14 ayat (3) dan (4).

! bid., Ps. 37,
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Keputusan tersebut dengan tetap meminta pertimbasteya pemilik tanah
yang keberatan, Panitia Pengadaan Tanah dan/astéansn pemerintah
yang memerlukan tanah. Keputusan tersebut berladthagai dasar
pembayaran ganti rugi bagi pemilik yang mengajuketreratar’

Setelah semua upaya yang dilakukan Bupati/Waliketau
Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sebagaimanaliatdidak diterima
oleh pemilik tanah dan lokasi pembangunan tidakatlapindahkan ke
lokasi lain maka Bupati/Walikota atau Gubernur atdenteri Dalam
Negeri mengajukan usul penyelesaian dengan car&apetan hak
sebagaimana UU No. 20 Tahun 1961.

Khusus bagi propinsi daerah Khusus Ibukota Jakadda tanggal
30 Juni 2005 Gubernur Propinsi Daerah Khusus l@ukiaikarta Nomor
1222/2005 Tahun 2005 tentang Panitia Pengadaan hTamsuk
kepentingan umum di Propinsi Daerah Khusus Ibukid&arta, yang
mengatur mengenai tugas dari Panitia PengadaainTana
Tugas dari Panitia Propinsi sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernkam dsangka
menyelesaikan bentuk dan besarnya ganti kerugiamg ybelum
mencapai kesepakatan dengan mempertimbangkan @éndiEnm
keinginan para pihak yang bermusyawarah;

2. Mempersiapkan surat untuk meminta pertimbangakuri kepada
Kejaksaan Tinggi, pengajuan usul pencabutan hak tataah kepada
Presiden apabila upaya penyelesaian sebagaimanakdlich pada
angka 1 tidak tercapai;

3. Memonitor dan melaporkan pelaksanaan pengadaaraht di
Kotamadya secara berkala kepada Gubernur.

Sedangkan tugas dari Kotamadya adalah sebaghkuberi

1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepadaegemy hak atas

tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tsehlit;

2 |bid., Ps. 41.

% bid., Ps. 42.
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N

. Mengadakan penelitian dan inventarisasi stathek atas
tanah,bangunan, tanaman dan benda-benda lain gandi atas tanah
yang hak atas tanahnya akan dilepas atau diserahkan

3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugitateah yang hak atas
tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan;

4. Memimpin musyawarah antara para pemegang haktatah dengan
pihak yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkatuk dan
besarnya ganti rugi;

5. Menetapkan keputusan tentang bentuk dan besgamgerugi;

6. Membuat Berita Acara Pelepasan atau penyeraflaratas tanah dan
menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang gantikemgada para
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman daa-lbemda lain
yang ada di atas tanah;

7. Meminta penetapan harga dari Lembaga Appraiteel harga tanah
yang belum dicapai kesepakatan;

8. Menyampaikan masalah ganti rugi tanah yang beltercapai
kesepakatan kepada Gubernur melalui Panitia Peagadanah
Propinsi  selambat-lambatnya 14 (empat belas) hagitelah
penandatanganan berita acara hasil musyawarabh;

9. Menyiapkan permohonan penitipan uang ganti kegiada Pengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tanah yarigedankan.

Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pengadaarah
Propinsi dan Kotamadya dibentuk Sekretariat Parigémgadaan Tanah
Propinsi dan Kotamadya yang bertempat di Sudin aRahtan dan
Pemetaan atau unit lain yang ditunjuk oleh Ketua.

A.2.3. Sistem Musyawar ah dan Pelaksanaan Ganti Kerugian menur ut

Keppres No.55 Tahun 1993 dan Perpres No. 36 Tahun 2005 jo

Perpres No. 65 Tahun 2006

Istilah dari ganti kerugian mengartikan penerngaakan merugi,

sehingga istilah tesebut diperhalus dengan peniggayang layak. Istilah
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tersebut diperkenalkan dalam UU Nomor 24 Tahun 188fang Penataan
Ruang?

Masalah ganti rugi merupakan isu sentral yangn@akumit
penanganannya, termasuk dalam upaya pengadaandi@haRemerintah,
dengan memanfaatkan tanah-tanah hak. Dalam berkagizs yang timbul
dalam penanganan tanah, masalah bentuk dan besgamta rugi
seringkali tidak disepakati. Sepatutnya pemberiamtigrugi tersebut
kepada pemegang hak atas tanah, tidak merasa rigdnlahak atas
tanahnya justru seharusnya membawa dampak padeatikghidupan
yang lebih baik atau minimal sama dengan sebelufadiekegiatan
pembangunart

Pada Pasal 1 angka 7 Keppres No. 55 Tahun 1998, lgerugian
adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangtaraman dan/atau
benda lain yang terkait dengan tanah sebagai alpe&tpasan atau
penyerahan hak atas tanah.

Pemberian ganti kerugian tersebut dapat dalarukgh
Uang;
Tanah pengganti;
Pemukiman kembali;

Gabungan dari dua atau lebih a, b, c tersdlaitd;

® 20 T @

Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak gdrersangkutan.
Keppres No. 55 Tahun 1993 menentukan dasar daa ca
perhitungan ganti kerugian/harga tanah didasarkda¥
a. Harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata sebenarnya, dengan
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yanaktar;
b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instaRsmerintah Daerah yang
bertanggung jawab di bidang bangunan,;

** Indonesialundang-Undang tentang Penataan Ruang, op . 26.
% Rubie,op.cit, hal. 63.

*® Indonesia, Keputusan Presiden tentang Pengadaan Tanah bagakBahaan

Pembangunan Untuk Kepentingan umomgit., Ps. 13.

7 |bid., Ps. 15.
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c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instaRsimerintah Daerah yang
bertanggung jawab di bidang pertanian.

Ganti kerugian diserahkan langsung kepada pemgebak atas
tanah atau ahli warisnya yang sah dan kepada niaitizitanahnya berupa
tanah wakaf.

Berkaitan dengan penetapan ganti kerugian baldasailai nyata
atau sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahuakhiter
Permasalahan yang timbul adalah bagaimana apabitga hpasaran
setempat yang tidak tertulis justru nilainya jauhatas NJOP akibat
lajunya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Keppres No. 55 Tahun 1993 ini tidak memperhitamggemberian
ganti kerugian untuk faktor non fisik (immaterijgitu penggantian atas
kehilangan  keuntungan, kenikmatan, manfaat/kepgatin yang
sebelumnya diperoleh pemegang hak atas tanah.

Pada PMNA/Ka. BPN No. 1 Tahun 1994 untuk mela&kan
ganti rugi melalui tahap-tahap sebagai beriut:

1. Setelah dilaksanakan penyuluhan dan penetaptas Bokasi, maka
dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat yaihstansi
pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegadngtas tanah
dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-bBeimdgang terkait
dengan tanah. Dalam musyawarah tersebut penentuan kgrugian
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek P&aki dan Bangunan
tahun terakhir;

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi agar hargahaiyaitu lokasi,
jenis hak atas tanah, status penguasaan tanahfylan, kesesuaian
penggunaan tanah dengan RTRW, prasarana yangitertsilitas
dan utilitas, lingkungan dan hal lain yang mempeuigicharga tanah
serta nilai taksiran bangunan, tanaman, benda-daimdgang terkait

dengan tanah.

% Kementerian Negara Agrari®eraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55mMaR93 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Unopieit., Ps. 14 — Ps. 36.
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Ganti kerugian diupayakan dalam bentuk yang tidanyebabkan
perubahan terhadap pola hidup masyarakat dengampen@mbangkan
kemungkinan dilaksanakannya alih pemukiman ke iokasg sesuai.
. Tahap kemudian Instansi Pemerintah yang mekaatltanah membuat
daftar nominatif pemberian ganti kerugian berdamarkhasil
inventarisasi dan keputusan Panitia atau Gubernur.
. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang yditian secara
langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditemtuddeh Panitia
dengan disaksikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orBagitia dan
dibuktikan dengan tanda terima.
. Pemberian ganti kerugian selain berupa uanguaigkan dalam berita
acara pemberian ganti kerugian yang ditandatangkehi penerima
ganti kerugian yang bersangkutan dan Ketua ataull\Wekua Panitia
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Panitia.
. Pemberian ganti kerugian untuk tanah Wakakdkan melalui Nadzir
yang bersangkutan.
. Pemberian ganti kerugian untuk ulayat dilakukdalam bentuk
prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan okyamkat
setempat.
. Dalam pemberian ganti kerugian dibuat pulatsueenyataan pelepasan
hak atau penyerahan tanah yang ditandatanganpel@egang hak atas
tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kolganalan
disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ang@atatia. Untuk
tanah yang belum bersertipikat penyerahan haragslisan oleh Camat
dan Lurah setempat.
. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah rfgggtang jawab atas
penguasaan dan pemeliharaan tanah yang sudahldigdiibayar ganti
ruginya.

Pelaksanaan musyawarah yang diatur dalam Pddare36 Tahun

2005 dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepemtingnum yang

tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara setata ruang ke tempat

atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan dalangka waktu paling
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lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitungkséanggal undangan
pertam& yang kemudian dalam Prepres No. 65 Tahun 2006abiub
menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender stakigal undangan
pertama®°

Kemudian pada Pasal 10 ayat (2) Perpres No. 3@unir&005,
bahwa apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimaksud tidak
tercapai kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah apkaetbentuk dan
besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasahi 3nénitipkan ganti
rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayahutmiya meliputi
lokasi tanah yang bersangkutan. Sedangkan padaeRdxp. 65 Tahun
2006 penetapan ganti rugi yang dimaksud pada @g&sdiuruf a yaitu
berupa uang.

Pengertian ganti kerugian pada Perpres No. 36m&d05 jo
Perpres No. 65 Tahun 2006 yaitu penggantian tegh&@augian baik
bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibahgemdaan tanah kepada
yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan/ataia{benda lain
yang berkaitan dengan tanah yang dapat membergandsungan hidup
yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekansebelum terkena
pengadaan tanaft*

Bentuk ganti kerugian pada Perpres No. 36 Talddb 30 Perpres
No. 65 Tahun 2006 diatur bahwa ganti rugi dalangkampengadaan tanah
diberikan untuk->2
a. hak atas tanah;

b. bangunan;

c. tanaman;

* Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagiak®ehaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, opRst.10.

% Indonesia,Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas PeratuPaesiden No. 36

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksarembangunan Untuk Kepentingan
Umum op.cit. Ps. 10.
Y Ibid., Ps. 1 angka 11.

%2 pid., Ps. 12.
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d. benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Bentuk-bentuk ganti rugi diatur dalam Perpres B&Tahun 2005,

yaitu dapat berup&?

a. uang; dan/atau

b. tanah pengganti; dan/atau
c. permukiman kembali.

Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak mengkiebéatuk
ganti rugi sebagaimana dimaksud diatas, maka diipasikan kompensasi
berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengantuaatemeraturan
perundang-undangan.

Sedangkan terdapat perbedaan mengenai bentuk rgantini
antara Perpres No. 36 Tahun 2005 dengan Perpre$IN®ahun 2006.
Menurut Perpres No. 65 Tahun 2006, bentuk gantidagat berupa®*

a. uang; dan/atau

b. tanah pengganti; dan/atau

c. pemukiman kembali; dan/atau

d. gabungan dari dua atau lebih bentuk kerugi®dagsmana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;

e. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak y&ersangkutan.

Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasagah hak
ulayat menurut Perpres No. 36 tahun 2005 jo Peigoess5 Tahun 2006
diberikan dalam bentuk fasilitas umum atau bentuk {ang bermanfaat
bagi masyarakat setempat.

Mengenai dasar perhitungana besarnya ganti rdgsdrkan atas:
a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nysghénarnya dengan

memperhatikan nilai NJOP tahun berjalan berdasarkanilaian
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk d&ahitia;

' Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagiak®ehaan

Pembangunan Untuk Kepentingan Umwam.cit. Ps. 13.

' Indonesia,Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas PeratuPaesiden No. 36

Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksar®@ambangunan Untuk Kepentingan
Umum op.cit., Ps. 13.
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b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perarigidaerah yang
bertanggung jawab di bidang bangunan.

c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkddéerah yang
bertanggung jawab di bidang pertanian.

Untuk menetapkan dasar perhitungan ganti rugmhbaga/Tim
Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/walikatau Gubernur bagi
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemberian ganti rugi diserahkan langsung kepa&taepang hak
atas tanah atau yang berhak sesuai dengan pergenamdang-undangan
atau nadzir bagi tanah wakaf.

Dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda benkaitan
dengan tanah dimiliki bersama-sama oleh beberagagpsedangkan satu
atau beberapa orang pemegang hak atas tanah sigakditemukan, maka
ganti rugi yang menjadi hak orang yang tidak daptgmukan tersebut
dititipkan di pengadilan negeri yang wilayah hukymrmeliputi lokasi
tanah yang bersangkutan.

Pemegang hak atas tanah dapat mengajukan kebatatabentuk
dan besarnya ganti kerugian yang kemudian dilakula@ya penyelesaian
dari Pemerintah kepada pemegang hak atas tanahapivila upaya
penyelesaian yang ditawarkan Pemerintah tetap tidakncapai
kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah, sadargkasi
pembangunan tidak dapat dipindahkan ke lokasi tagka Pemerintah
dapat melakukan pencabutan hak atas tanah berdaddtk No. 20 tahun
19611

Tetapi atas dasar prinsip penghormatan hak-hak t@inah pada
Perpres No. 65 Tahun 2006 ditambahkan 1 (satu) paga pasal 18 A
sebagai berikut:

“Apabila yang berhak atas tanah atau benda-beadg wnda diatasnya
yang haknya dicabut tidak bersedia menerima gargi sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Presiden, karena dipgnggalahnya kurang
layak, maka yang bersangkutan dapat meminta bakejpgda Pengadilan
Tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai UndangadgdNo. 20 Tahun

% pid., Ps. 17 dan 18
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1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah danaBesmtla yang ada
di Atasnya dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahti3 i®&ntang Acara
Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggulsetgan dengan
Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yal&y di
Atasnya.™?®

Dasar perhitungan ganti rugi pada Perpres N@.aun 2005 yang

mendasarkan pada NJOP, perlu dicermati karna di#ipaggap bahwa
dasar perhitungan besarnya ganti rugi yang utaraiadilai Jual Obyek
Pajak, padahal seharusnya besarnya ganti rugi hadatdai
nyata/sebenarnya dengan memperhatikan bahwa kosuigl ekonomi
pemegang hak tidak boleh menjadi lebih buruk. Besaganti rugi yang
diberikan ini, didasarkan pada kesepakatan antdrak gppemegang hak
atas tanah, dengan pihak yang memerlukan tanahndgehbisa saja
terjadi nilai yang disepakati tersebut justru disanilai jual obyek pajak.

Penilaian ganti kerugian yang diatur dalam PeaatiKa. BPN No.
3 Tahun 2007, berdasarkan pada nilai nyata/sebgmarmtengan
memperhaatikan NJOP tahun berjalan yang berpedgrada variabel-
variabel sebagai berikdit’
a. Lokasi dan letak tanah;
b. Status tanah;
c. Peruntukan tanah;
d. Kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW atencpaaan ruang

wilayah atau kota yang telah ada;

e. Sarana dan prasarana yang tersedia; dan
f. Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Untuk menilai harga tanah dilakukan oleh Tim Rerhiarga tanah

yang terdiri dari-’®

'% Indonesia, PeraturaBresiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 36

Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksafanbangunan Untuk Kepentingan
Umum op.cit. Ps. 18 A.

' Badan Pertanahan Nasionkputusan Kepala BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan-Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2006 degtPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimanah TBiabah Dengan Peraturan
Presiden No. 63 Tahun 2006 Tentang Perubahan A&atiran Presiden No. 36 tahun 2005
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Wep&ntingan Umunop.cit. Ps. 28.

% |bid., Ps. 26 ayat (2).
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a. Unsur instansi yang membidangi bangunan danfateaman;

b. Unsur instansi Pemerintah pusat yang membidaRgrtanahan
Nasional;

c. Unsur instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Banguna

d. Ahli atau orang yang berpengalaman sebagaigiésairga tanah; dan

e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dam/dtangunan
dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yarkgitaer dengan
tanah.

Bagi wilayah DKI Jakarta untuk pelaksanaan Parple. 36 Tahun

2005 jo Perpres No. 65 Tahun 2006 Gubernur DKl dakzada tanggal 8

Juli 2005, mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI rdakdlomor 83

Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Nilai Gagii Palam Rangka

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Profdi Jakarta.

Bahwa penetapan bentuk dan besarnya ganti rugdisditeakan dengan

cara musyawarah.

Nilai ganti rugi ditetapkan atas dasat:

a. Nilai tanah yang menunjuk kepada Nilai Jual €yajak (NJOP)
tahun berjalan yang ditetapkan oleh Kantor Pelayd?aak setempat,
atau nilai nyata/sebenarnya berdasarkan penetaganbdga/Tim
Penilai Harga Tanah;

b. Nilai bangunan dan benda-benda lain yang berkaiengan tanah yang
ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungabadi bidang
bangunan;

c. Nilai tanaman ditaksir oleh perangkat daeramgylaertanggung jawab
di bidang pertanian.

Penetapan nilai ganti rugi/imbalan sebagaimanskisud tersebut

di atas menurut jenis hak atas tanah dan statuggipsaan tanah.

Untuk menilai harga tanah dilaksanakan oleh LegabRenilai

Harga Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur DKI JakaApabila

pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapahkizad secara teknis

' JakartaPeraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentangdPean Penetapan Nilai

Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kiapgem Umum di Propinsi DKI Jakarta
Perda DKI Jakarta No. 83 Tahun 2005, Ps. 2.
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ke lokasi lain dan pembangunan tersebut tidak dagainda, maka
musyawarah dilaksanakan paling lama 90 (sembilaluhpuhari dan
setelah melewati jangka waktu tersebut Panitia tapkan bentuk dan
besarnya ganti rugi yang wajib dilaporkan kepadabéBour DKI
Jakarta'”

Apabila pemegang hak atas tanah tidak menyetkgpiutusan
bentuk dan besarnya ganti rugi dan dapat mengajkkbaratan kepada
Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur akan mengupaygkayelesaian
permasalahan tersebut dengan mempertimbangkanpzgrdtn keinginan
dari pemegang hak atas tanah serta pertimbangataFengadaan Tanah
Kotamadya.

Gubernur DKI Jakarta dengan memperhatikan pegirgan dari
Panitia Pengadaan Tanah Propinsi dan KejaksaamiTsetpku pengacara
negara menetapkan keputusan yang mengukuhkan aagubah nilai
ganti rugi. Apabila nilai ganti rugi yang ditetapkaditerima, maka
Gubernur akan segera memerintahkan Panitia Pengadenah
Kotamadya untuk segera menyerahkan ganti rugi bdatse&kepada
pemegang hak atas tanah.

Apabila keputusan yang ditetapkan Gubernur DKdada tidak
diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasbaegunan tidak
dapat dipindahkan maka uang ganti rugi dititipkarPengadilan Negeri
setempat, dan pembangunan tersebut tetap dilaksatak

Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh GubebkirJakarta
tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah tbkasi
pembangunan tidak dapat dipindahkan, maka GubeD¥ir Jakarta
mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabataratas tanah
berdasarkan UU No. 20 Tahun 1961, usul tersebyikdia oleh Gubernur

DKI Jakarta kepada Presiden melalui Badan Pertanisaaionaf-*2

19 hid., Ps. 4.
" pid., Ps. 9.

2 pid., Ps. 10.
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A.3. Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin Yang Berhak Atau
Kuasanya M enurut Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1961
Tanah adalah tanah yang langsung dikuasai olehrbleiga tanah yang

dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangarbatian hukunt'® Yang
berhak atas tanah tersebut adalah Negara dalamiénteri Agraria atau
pejabat yang ditunjuknya dan orang/badan hukum yenigak atas tanah itu.
Dalam undang-ndang ini secara tegas dinyatakan dalikarang memakai
tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang ksalenangan ini
diberikan kepada Penguasa Daerah untuk mengambihkan yang tegas
dalam menyelesaikan pemakaian tanah yang bukarelperkn dan bukan
hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yangyaaly ada di daerahnya
masing-masing. Penyelesaian ini diadakan denganpewratikan rencana
peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Penyelesaian pemakaian tanah tanpa izin yangakestau kuasanya,
diselesaikan dengan cara Penguasa Daerah memkaintdepada yang
memakainya untuk mengosongkan tanah tersebut darang-barang
kepunyaan orang yang ada di tanah itu. Jika setadalakunya tenggang
waktu yang ditentukan dalam perintah pengosongaehat belum terpenuhi,
maka Penguasa Daerah atau pejabat yang diberitgierimelaksanakan
pengosongan itu atas biaya pemakaian tanah itursend

Didalam undang-undang ini juga diatur tentanglapa hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atadalsabanyak-banyaknya
Rp.5000,- (lima ribu Rupiah) ata&!

a. Yang memakai tanah tanpa izin si berhak atasduwa yang sah, dengan
ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebudan hutan
dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menket¢ntuan yang
ditetapkan oleh Menteri Agraria setelah mendengantbti Pertanian;

b. Yang menggangu si berhak atau kuasanya yang dialdalam

menggunakan haknya atas suatu bidang tanabh;

' Indoneia,Undang-undang Tentang Larangan Pemakaian Tanah & &zip Yang

Berhak atau Kuasany&JU No. 51 Prp Tahun 1960, Ps. 1.

" bid, Ps. 6.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Citra Dora Marselia, FH Ul, 2011.



61

c. Yang menyuruh, mengajak, membujuk atau mgungean dengan lisan
atau tulisan untuk melakukan perbuatan-perbuatdemmdaal pemakaian
tanah tanpa izin si berhak atau kuasanya yang sah;

d. Yang memberi bantuan dengan cara apapun jugak umelakukan

perbuatan dalam hal pemakaian tanah tanpa izierbiak atau kuasanya

yang sah.
B. Perkara
B.1l. Sgarah Makam Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad
(Mbah Priok)

Mungkin nama Mbah Priok ini tidak akan sepopulekaseng ini,
jika tidak ada bentrok fisik hingga menimbulkannpgaihnya korban jiwa.
Kendati sebelumnya memang banyak orang yang sadahatau bahkan
rutin berziarah ke makam tersebut. Akan tetapi gdimya tidak sebanyak
sekarang ini. Bagi sebagian umat Islam di Jaka@nanya yang aktif
dalam sebuah pengajian atau majelis taklim, bidatglah mengetahui
asal usul makam tersebut, karena memang sejaraanmgdsebut erat
kaitannya dengan nama tokoh ulama besar yang jeggepar agama
Islam di DKI Jakarta dan di Pulau Jawa pada abatBke

Kala itu bagi masyarakat, nama Habib Hasan bimaiumnad Al
Haddad atau sekarang akrab yang disebut Mbah Prigkanlah tokoh
biasa. la merupakan ulama besar, penyebar agama kd&an seorang
tokoh yang melegenda. Namanya bahkan jadi cikaélba&ma kawasan
Tanjung Priok.

Mbah Priok bukan orang asli Jakarta, akan tatapiilahirkan di
Ulu, Palembang Sumatera Selatan, pada tahun 172@adenama Al
Imam Al Arif Billah Sayyidina al Habib Hasan Bin Mammad Al
Haddad R.A. Al Imam Al Arif Billah belajar agama rdaayah dan
kakeknya, sebelum ia pergi ke Hadramaut (Yaman t&glauntuk
memperdalam ilmu agama. Menjadi penyebar syiamisiaalah pilihan
hidupnya. Pada tahun 1756, dalam usia 29 tahuerigi ge Pulau Jawa.
Al Imam Al Arif Billah tidak pergi sendirian, ia pgi bersama Al Arif
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Billah Al Habbib Ali Al Haddad dan tiga orang laiym dengan
menggunakan perahu. Konon dalam perjalanannya nogaioo dikejar-
kejar oleh tentara Belanda, namun mereka tak takluk

Dalam perjalanan yang memakan waktu dua bulselet, perahu
mereka dihantam ombak. Semua perbekalan tercebuaute tinggal
beberapa liter beras yang tercecer dan priuk untekanak nasi. Suatu
saat, rombongan ini kehabisan kayu bakar bahkamngayun habis
dibakar. Saat itu Mbah Priok memasukkan periuksbdreras ke dalan
jubahnya. Dengan doa, beras dalam periuk berubajadiaasi.

Cobaan belum berakhir, beberapa hari kemudian gatanbak
besar disertai hujan dan petir. Perahu tidak bisandalikan dan terbalik.
Tiga orang tewas, sedangkan Al Imam Al Arif Billdan Al Arif Billah Al
Habbib Ali Al Haddad harus susah payah mencapaehingga perahu
yang saat itu dalam posisi terbalik. Dalam kondesjepit dan tubuh
lemah, keduanya lalu shalat berjamaah dan berdoadiki dingin dan
kritis ini berlangsung hingga 10 hari, sehinggaatlah Al Imam Al Arif
Billah. Sedangkan Al Arif Billah Al Habbib Ali Al lAddad dalam kondisi
lemah dan duduk di atas perahu disertai sebualk gtan dayung,
terdorong ombak dan diiringi lumba-lumba menuju tparKejadian itu
disaksikan beberapa orang yang langsung membetudranKemudian
jenazah Al Imam Al Arif Billah dimakamkan, dayungng sudah pendek
ditancapkan sebagai nisan. Di bagian kaki ditanmapkayu sebesar
lengan anak kecil, yang akhirnya tumbuh menjadi opoltanjung.
Sedangkan priuk nasi yang biasa digunakan untukansn beras
diletakkan di sebelah makam. Konon periuk terselama-lama bergeser
dan akhirnya sampai ke laut. Banyak orang menga#tugaksi, 3 atau 4
tahun sekali periuk itu timbul di laut dengan ukusgbesar rumabh.

Berdasarkan kejadian tersebut, daerah itu akhirmynamakan
Tanjung Priuk. Nama Al Imam Al Arif Billah pun dikal dengan nama
“Mbah Priok”. Sedangkan rekan perjalanan Mbah RrAdKkArif Billah Al
Habbib Ali Al Haddad dikabarkan sempat menetapadrdh itu. Namun
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tak lama kemudian ia melanjutkan perjalannya hindgaakhir di
Sumbawa.

Mulanya makam asli Mbah Priok ada di kawasan Bkrdayung.
Namun pada suatu saat, makam ini dipindahkan kasiolgang ada
sekarang di Jalan TPU Dobo, Koja. Ironisnya semdidrkembangnya
kemajuan zaman, di kawasan pemakaman tersebut kurkbwasan
pelabuhan terpadu Tanjung Priok. Hingga akhirnyakam ulama besar
ini posisinya berdampingan dengan terminal peti &&ifT PK) Koja dan
pemukiman warga. Masyarakat pun tak memperdulikansetiap saat
selalu ziarah dan takziah di makam tersebut. Srailasalam, takbir dan
tahmid senantiasa berkumandang di tempat tersBabkan setiap Kamis
malam, umat muslim selalu berdzikir, berdoa bersataa menggelar
pengajian secara rutin. Umat muslim yang datangabukanya warga
Jakarta, akan tetapi juga berasal dari berbagasepkl di negeri ini.
Biasanya kegiatan tersebut selalu diselingi deng@ara makan malam
bersama, yang disajikan oleh para ahli waris mateasebut.

B.2. Awal Mula Terjadinya Sengketa

Berdampingannya Makam Mbah Priok dengan Pelabulzanuiig
Priok inilah yang diduga memicu terjadinya konflilhpalagi PT.
Pelabuhan Indonesia Il mengklaim bahwa sebagieanlgang digunakan
oleh ahli waris adalah milik dari PT. Pelabuhanoimesia Il sesuai dengan
Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Koja Utara Ta@87 dengan
luas 54.054 M2. Sengketa kepemilikan tanah ini digjukan gugatan
oleh Habib Muhammad Bin Achmad Zen Alhaddad selakii waris
makam Mbah Priok kepada Pengadilan Negeri JakattaaUdengan
Nomor perkara 245/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Ut. Selain ijuga, telah
dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utada tanggal 5 Juni
2001 dengan amar putusan bahwa gugat penggughktdagaat diterima.
Pertimbangan hukumnya adalah kuasa hukum dari Rgaggidak sah,
gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang pihak.

Mendengar hal itu, ahli waris Mbah Priok besepengikutnya

mengajukan protes. Mereka mengklaim bidang tanamilik ahli waris
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dan bukan milik PT Pelindo II. Klaim dinyatakan th@sarkan Eigendom
Verponding No0.4341 dan No.1780. Namun setelah dkak
penelitian kembali oleh Kantor Pertanahan Jakati@rd,) tanah tersebut
dinyatakan telah tertulis sebagai milik PT PelindoKantor Pertanahan
Jakarta Utara telah mengeluarkan surat tertanggaFeb6ruari No
182/09.05/HTPT tentang permintaan penjelasan statuwsh makam Al
Haddad. Dalam surat tersebut dinyatakan statusliseanah di Jalan
Dobo atas nama Gouvernement Van Nederlandsch Iddie telah
diterbikan Sertipikat Hak Pengelolaan No 1/Kojardtdahun 1987 atas
nama Perum Pelabuhan II.

Setelah ada pembicaraan dengan ahli warispakséi makam dan
kerangka Mbah Priok dipindahkan ke TPU Semper, rdakitara pada 21
Agustus 1995. Sedangkan makam lainnya atau seb@®/aR0 kerangka
juga telah dipindahkan ke TPU Semper pada tahurb,188bagian
kerangka ada yang dibawa ke luar kota sesual ptxamnahli waris.
Namun, pada September 1999, makam Mbah Priok dimakgmbali di
lokasi bekas TPU Dobo, diikuti dengan satu banguiaaiberupa pendopo
tanpa izin dari PT. Pelabuhan Indonesia Il danktiseemiliki IMB dari
Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B) DKI Jakdeatunya ini
melanggar ketentuan UU No 51/Prp/ tahun 1960 tentharangan
Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasahy

Dengan dasar itulah, Pemprop DKI Jakarta méiaku
pembongkaran terhadap gapura dan pendopo itu. ilasmbongkaran
baru dilakukan sekarang karena tanah itu sudamatitezimakan ke PT.
Pelabuhan Indonesia Il. Sehingga sudah menjadigtangy jawab PT.
Pelabuhan Indonesia Il. Namun kemudian, PT. Pektbuhdonesia Il
meminta bantuan hukum kepada Pemprop DKI Jakatt&umembongkar
bangunan liar tersebut, maka Pemprop DKI Jakarta gsap membantu
melakukan penertiban bangunan karena dalam haltetathn melanggar

aturan yaitu tidak ada IMB.

15 www.tempointeraktif.com
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Terkait hal tersebut, menurut Kepala Bidan@imfasi Publik Dinas
Kominfo dan Kehumasan Pemprop DKI Jakarta, Cucu @drKurnia,
Pemprop DKI tidak akan membongkar makam Mbah Praian tetapi
hanya membongkar gapura dan pendopo yang ada dl arakam
tersebut. Sedangkan makam Mbah Priok tidak akaonditar dan justru
akan dibuat monumen agar lebih bagus lagi dan teémat dikunjungi
warga. Karena tidak pernah ada larangan warga umniekgunjungi
makam tersebut.

Menurut Wakil Walikota Jakarta Utara, Atma Semj, penertiban
gapura dan pendopo di makam Mbah Priok ini sesaagahn Instruksi
Gubernur DKI nomor 132/2009 tentang penertiban baag. Sebab
bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik PlinBe Il, sesuai dengan
Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1/Koja Utara @enlyas 54.054
meter persedi-°

Konon pada tahun 1990-an makam ini juga pedighsur dengan
menggunakan alat berat jenis buldozer. Namun bkkdnurannya yang
terbongkar, akan tetapi alatnya yang rusak danatperya esok harinya
jatuh sakit. Padahal alat yang digunakan ini addlaldozer dengan
kondisi baru. Makam itu sudah berada ratusan tgauag lalu, nama dari
makam keramat itu adalah Al Habib Hasan Muhammalkia&idad.

Pada tahun 2010, Pemprop DKI Jakarta akan meghkiao bangunan
gapura dan pendopo yang dinilai tak ada izin méir bangunannya.
Namun upaya tersebut ditentang oleh seluruh penhdiabib Zainal
selaku ahli waris makam Mbah Priok tersebut. Bumytait konflik hingga
bentrok fisik pecah pada hari Rabu tanggal 14 ApoilO pagi hingga
malam, saat 2000-an Satpol PP akan membongkar ayaaur pendopo
yang ada di areal makam tersebut. Sekitar 400-assanpengikut ahli
waris makam Mbah Priok melakukan perlawanan. Merekebekali diri
dengan sejumlah peralatan mulai dari batu, ketdyaébk, potongan besi,

hingga senjatan tajam jenis celurit, golok, sedsmlmolotov.

16 \www.vivanews.com
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Massa terlanjur emosi karena tidak terima makempat ziarah
mereka diacak-acak. Kondisi ini kian memanas dSetéisulut banyaknya
selebaran gelap yang menyebutkan bahwa makam uersakan
dibongkar, hingga rata dengan tanah dan lahanngea akambil PT
Pelabuhan Indonesia Il. Padahal, sejak awal, Pgm@KIl Jakarta
menegaskan bahwa yang dibongkar itu hanya gapurapdadoponya.
Sedangkan makamnya, justru akan dipercantik, ditdéa dibuatkan
sebuah monumen. Bahkan makam tersebut akan damatagkbagai
bangunan cagar budaya yang memiliki sejarah tinggi.

Penjelasan Pemprop DKI Jakarta sudah tak datelagi. Yang ada
saat itu adalah hanya ada satu kata “lawan”. Tekmheassa pengikut ahli
waris makam ini melakukan perlawanan pada petughkam mereka rela
mati demi sebuah pengabdian pada sang habib. RBeintik pecah, tiga
nyawa anggota Satpol PP melayang sia-sia, sedangiaesan orang
lainnya, mengalami luka ringan dan luka parah hengegkarat dan harus
menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Tragedi berdarah ini memicu kemarahan umainislawilayah lain.
Mereka merasa sakit hati, sehingga memberikan dygcudan membanijiri
kawasan Jakarta Utara. Gelombang aksi demo besardmepun terjadi
pada saat itu. Ratusan massa mengepung dan mengkantor walikota
Jakarta Utara. Bahkan RSUD Koja pun tak luput daribuan massa.
Mereka membabi buta, membakar seluruh mobil S&poyang ada. Aksi
penjarahan pun terjadi. Sweeping terhadap anggatigolSPP pun terus
dilakukan hinga malam hari.

Pada esok harinya, Kamis tanggal 15 April 20dByan massa
kembali turun ke jalan, mereka berunjuk rasa diadepalaikota DKI
Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan. Tuntutareg@ah agar
Pemprop DKI Jakarta bertanggung jawab terhadapdensiini dan
menuntut agar Satpol PP dibubarkan. Beruntung, yaksj dikawal oleh
1000-an anggota kepolisian dari Polda Metro JayaRtdres Jakarta Pusat
ini tak berujung pada tindakan anarkis. Aksi teuddderjalan damai.
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Pada saat itu pula, tepatnya pukul 14.30, FemérPropinsi DKI
Jakarta menggelar mediasi untuk menyelesaikan kasalam Mbah
Priok. Mediasi dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Jaka Prijanto,
dengan dihadiri oleh para ahli waris makam Mbalobeserta beberapa
pengacaranya dan Direktur Utama PT. Pelabuhan é&si@rdl RJ Lino.
Kapolda Metro Jaya Irjen Wahyono. Selain itu, hgoida dari MUI,
Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

Dari mediasi tersebut, melahirkan 9 poin kekefzm yang harus
dilaksnakan oleh pihak bertikai. Diharapkan, tidada lagi konflik atau
bentrok fisik paska dikeluarkannya sembilan kesafzakitu. Mediasi ini
menghasilkan 9 kesepakatan bersama yang diharapkanmembawa
berkah dan kedamaian bagi Jakarta. Ke-sembilarp&katan itu adalah,
makam Mbah Priok tidak akan dipindah. Kemudian pgod majelis
taklim dan gapura makam akan digeser posisinya tigd mengganggu
aktivitas pelabuhan serta terminal yang berfungesuai standar
internasional. Kesepakatan berikutnya adalah, w@sah yang tengah
dalam sengketa akan terus dibicarakan oleh kedisn @hak hingga
ditemukan solusinya. Untuk peristiwa bentrokan rakastara Satpol PP
dan warga akan diserahkan pada hukum yang berldksepakatan
berikutnya adalah perlunya mengajak serta tokohama&gat dan tokoh
agama untuk penyelesaian masalah. Kemudian PToiela Indonesia Il
menyetujui untuk membuat MOU (perjanjian) hasil peraraan lebih
lanjut dengan ahli waris.

B.3. Posis Kasus

B.3.1. Pertimbangan Hukum

Dalam tesis ini, penulis akan mengkaji mengéhausan Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Nomor 245/Pdt.G/2001/PN.Jkiaitg memenangkan
perkara yaitu PT. Pelabuhan Indonesia Il sebagajubat. Dimana kasus
tersebut bermula dari Said Zen Bin Muhammad Alhddadaemiliki
sebidang tanah seluas kurang lebih 54.054 M2, tentefak di Jalan Timor
(semula Jalan Dobo), Kelurahan Koja, Kecamatan K&pamadya Jakarta
Utara berdasarkan Surat Verklaring No. 4341 Boujsb&io.1268/RB,
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bekas Eigendom Verponding No0.4341 dan Eigendom T8®,1 Surat
keterangan dan Bukti Membangun dari Inspektur BaBanaksiran dan
Polisi Pembangunan tertanggal 19 Desember 1934naBalAkta Van
Eigendom (Akta Hak Milik), Kantor Notaris G.H. Thas, tanggal 19
Desember 1934. Kemudian Said Zein Bin Muhammad ddad menikah
dan memiliki seorang isteri yang bernama Nyi Nuisah Binti Abdullah,
dimana dari pernikahan ini telah lahir seorang dakklaki yang bernama
Achmad Zen Bin Said Zen Alhaddad. Pada tanggal g4l A947 Said Zein
Bin Muhammad Alhaddad meninggal dunia, begitu pusderinya.
Keduanya dimakamkan di lokasi tanah hak miliknyadbut, yang terletak
di Jalan Timor (semula Jalan Dobo).

Achmad Zen Bin Said Zen Alhaddad menikah denganHhadidjah
Binti Yunus, dan memiliki 4 orang anak, yaitu HadWuhammad Bin
Achmad Zen Alhaddad, Fatimah Binti Achmad Zen Aled], Fadlun Binti
Achmad Zen Alhaddad, dan Nur A’isah Binti AchmadchZ&haddad. Lalu
pada tanggal 7 Desember 1983 Achmad Zen Bin Sail Albaddad
meninggal dunia dan dimakamkan pada lokasi yangdamebut.

Dengan demikian, menurut hukum kepemilikan tanaigyirletak
di Jalan Timor (semula Jalan Dobo) tersebut begtinkepada para ahli
waris, yaitu Habib Muhammad Bin Achmad Zen Alhadd&adtimah Binti
Achmad Zen Alhaddad, Fadlun Binti Achmad Zen AlhadidNur A’isah
Binti Achmad Zen Alhaddad dan Nyi Hadidjah Binti ius (Penggugat).

Bahwa lebih lanjut, kepemilikan Penggugat atas hHatersebut
berdasarkan pada Surat Verklaring No. 4341 Bouwlg.1268/RB, bekas
Eigendom Verponding No0.4341 dan Eigendom No.17&0atSketerangan
dan Bukti Membangun dari Inspektur Badan Penaksidam Polisi
Pembangunan tertanggal 19 Desember 1934, Salingan Vdn Eigendom
(Akta Hak Milik), Kantor Notaris G.H. Thomas, targydl9 Desember 1934,
Berita Acara Penghadapan oleh Balai Harta Peniagg#dkarta, tertanggal
12 Pebruari 1996, Surat Edaran Pertanahan NaglanaKantor Pertanahan
Kotamadya Jakarta Utara kepada Direktur Utama RTabRhan Indonesia
Il tertanggal 3 Juli 1998, Surat Keterangan Peadaft Tanah (SKPT)
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N0.847/SKPT/1999 dari Kantor Pertanahan Kotamadg&aria Utara

tertanggal 17 November 1999, Surat keterangan Wharis tertanggal 13

Juli 1997 yang ditandatangai oleh para ahli waeisérta Ketua Rt. 010/08
Kelurahan Lagos, Ketua Rw.08 Kelurahan lagos, Kepalurahan Lagos
dan Camat Koja, beserta SPPT (NOP) : 31.75.03@Q05003.0 dalam

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumBdaigunan atas nama
Mohammad Bin Achmad Alhaddad.

Lalu dengan adanya suatu hak Eigendom, Vide Agplaei Tahun
1870 No. 55 jo. Agrarische Eigendom, dengan berlguJndang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960, Weian dikonversi
menjadi “Hak Milik”. Ternyata tanah Hak Milik terbat yang diatasnya
terdapat makam Said Zein Bin Muhammad Alhaddad,NNyi A’'isah Binti
Abdullah dan Achmad Zen Bin Said Zen Alhaddad saaelah secara fisik
dikuasai ole PT. Pelabuhan Indonesia Il (Tergugglgh dibuat dan/atau
termasuk Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1/Koja &tahun 1987 tanggal
31 Agustus 1987 atas nama Tergugat, dan disewakpadk Jakarta
International Container Terminal (JICT), padahdiedemnya tidak terjadi
perbuatan hukum transaksi jual beli ataupun pedouaukum pengalihan
hak lainnya antara Tergugat dengan pemilik/pewargupun para ahli
warisnya (Penggugat). Jadi, dengan demikian tinddlegugat yang telah
menguasai secara fisik dan membuat Sertipikat tateeh tersebut adalah
perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Uy#P@y menganut
sistem pendaftaran tanah Registration of Title sistem publikasi negatif
yang sebelumnya tidak terjadi perbuatan hukum adsisjual beli atau
perbuatan pengalihan hak lainnya antara TergugaPeaggugat, meskipun
terhadap tanah tersebut telah dibuat Sertipikat Pietkgelolaan atas nama
Termohon, maka kepemilikannya tetap berada di taiRgeggugat.

Karena hal itu, maka Penggugat meminta konsekuyemslis, yaitu
menyatakan batal demi hukum Sertipikat tersebutghnekum Tergugat
untuk mengembalikan yanah tersebut kepada Pengdagajika Tergugat
lalai/terlambat melaksanakan hal tersebut, Terghgatis dihukum untuk

membayar uang sewa kepada Penggugat sebesar Bp.0D@M- setiap hari
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keterlambatan terhitung sejak putusan perkaradrikdkuatan hukum tetap.
Penggugat sebenarnya telah memberikan surat sdiepada Tergugat
melalui kuasa hukumnya, tetapi Tergugat sama sélak menanggapinya
sehingga Penggugat terpaksa memperjuangkan hakmeymanl cara
mengajukan gugatan perkara ini. Penggugat juga apgken permohonan
sita atas tanah tersebut.

Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntdéan segala
sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalamajugat, kecuali yang
secara tegas diakui oleh Penggugat. Tergugat mgggprbahwa gugatan
tersebut tidak jelas, yaitu Penggugat sama sakiak tmenyebutkan batas-
batas dari tanah yang diklaim milik Penggugat, @angemikian tidak jelas
dimana letak tanah tersebut. Tergugat juga menggnd@hwa gugatan
tersebut kurang pihak, karena tidak adanya pihak B@dan Pertanahan
Nasional (Kantor Pertanahan Jakarta Utara) yangerbékan Sertipikat
Hak Pengelolaan, yang seharusnya ikut dilibatkam &tirut digugat oleh
Penggugat. Selain itu, Tergugat menganggap bahwasakuhukum
Penggugat tidak sah, karena ternyata sebelum gugmtdidaftarkan Habib
Muhammad Bin Achmad Zen Alhaddad (selaku ahli waetah mencabut
kuasa kepada Sdr. Abdullah dan tidak memberikas&kbaru kepada kuasa
hukum yang baru, yaitu dari Kantor Hukum RahmatnBie SH, MBA &
Associates. Dan Tergugat menganggap bahwa gugaten diajukan oleh
Penggugat untuk pembatalan Sertipikat tersebut tek@lampaui batas
waktu 5 tahun, maka secara nyata gugatan Penggudatah melampaui
batas waktu yang telah ditentukan (daluwarsa)nggfai sudah selayaknya
gugatan Penggugat ini ditolak atau tidak dapatidite
B.3.2. Putusan Pengadilan  Negeri Jakarta Utara  Nomor

245/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Ut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugaglisladakim
Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat terdapap alasan untuk
menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapairditelan mengadili
sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaiyargakan disebutkan

di bawah ini

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Citra Dora Marselia, FH Ul, 2011.



71

a). Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas daark@bscuur Libels),
karena tidak mencantumkan letak dan batas-batakagatan;

b). Menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkapafkumpihak), karena
Penggugat tidak menyertakan Kantor Pertanahan tdaktara sebagai
Tergugat;

c). Menyatakan kuasa hukum Penggugat tidak salkn&asurat kuasa dari
kuasa hukum penggugat cacat hukum, karena:

1. Tidak mencantumkan kuasa untuk mengajukan gogditPengadilan
dan tidak ada pemberian hak substitusi;

2. Tidak mencantumkan secara jelas siapa Penggligagugat dan
dalam perkara apa;

3. Pemberian kuasa dari seorang Penggugat dibemlengan cara
membubuhkan cap jempol tidak sah, karena tidakhlea oleh

Pejabat yang berwenang.

C. Analisa terhadap Permasalahan Hukum
C.1. Pokok Permasalahan Mengenai Dasar Hukum Kepemilikan Tanah
PT. Pelabuhan Indonesia Il telah memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Historis dasar hukum kepemilikan tanah ini adal@tasi tanah Makam
Al Haddad merupakan bagian dari tanah Koja Utaemjung Priok, Jakarta
Utara yang sejak jaman pemerintahan Belanda dketapebagai tanah negara
untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan berdas&kaedblad Nomor 16
tahun 1929 tentang pelabuhan-pelabuhan, batas-bdésentralisasi Jawa
Barat, perubahan batas-batas wilayah pelabuhan selbgnarnya di Tanjung
Priok, yang pengelolaannya diserahkan kepada PBb#®an Indonesia Il
(Persero).
Dasar hukum kepemilkan tanah PT. Pelabuhan Irsi@ng# dalam

memperoleh tanah bagi perluasan kawasan termirtalkpmas pelabuhan
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internasional Tanjung Priok adalah bukan berdasaperaturan pengadaan

tanah, tetapi berdasarkan putusan sebagai bétikut:

a. Eigendom Verponding No. 1780 seb, No. 4341 $&h, 6203 seb dan
No0.5991 seb atas nama Gouvernement Van Nenderlaimgtib yang
terletak di jalan raya pelabuhan dan jalan jampeaylu jalan TPU Dobo);

b. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan MeR&rhubungan No.
191 Tahun 1969 dan No. 83/0/Tahun 1969 tanggal 2geber 1969
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuklap&elabuhan;

c. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam NegeriMianteri Perhubungan
No. 16 Tahun 1972 dan No. SK.146/0/1972 Tanggalri 1972 tentang
Batas-batas Daerah Pelabuhan Tanjung Priok dam Rasa

d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SKIRBL/DA/86 tanggal
5 November 1986 tentang Pemberian Hak Pengelolagpada Perum
Pelabuhan Indonesia ll;

e. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utaaaun 1987.

Mengenai pihak dari Ahli Waris yang mengklaim bahtanah tersebut
adalah miliknya, melalui Surat Walikota Jakarta rdtaNo. 1473/-1/711.1
tanggal 26 Maret 2010 perihal penjelasan Instriksbernur Propinsi DKI
Jakarta No. 132/2009 disini dijelaskan bahwa:

- Berdasarkan penjelasan Kepala Kantor PertanahamartdakUtara
mengatakan bahwa Eigendom No. 1268 atas nama 8aitid Muhammad
Al Haddad, tidak dikenal atau tidak ditemukan daldata, Kartu Eig dan
Peta Eig. Verponding di Jakarta Utara. Sedangkamkl&feng (surat
Keterangan) No. 1268/RB, tanggal 19 Desember 1B8dwbewijs bukan
merupakan dokumen kepemilikan tanah;

- Bahwa SPPT PBB dengan NOP 31.75.030.005.011-008%a® nama
Muchamad bin Ach. Z. Alhadad yang disampaikan dleh Kuasa Hukum
Ahli Waris, tidak tercatat sebagai Wajib Pajak delitahan Koja.
Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan PajaierRaaJakarta Kota,
tanggal 3 Maret 2010, No.S-244/WPJ-21/KP.0408/20h6 tanggal 12

" PT. Pelabuhan Indonesia Il, Executive Summary Pasge Direksi PT. Pelindo II

Terkait Penertiban Lahan Eks TPU Dobo, (Jakarta:F&labuhan Indonesia I, 2010), hal. 3.
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Maret 2010 No. S-244/WPJ.21/KP.0406/2010, antaia raengatakan
bahwa SPPT PBB dengan NOP 31.75.030.005.011-00680asarkan
basis data SISMIOP PBB tercatat atas nama PertddiiS 111 Jakarta.
Jadi, jelas terlihat disini bahwa tanah tersebemaing pengelolaannya
diserahkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia Il bemidas surat-surat tersebut
diatas yang lama haknya dipergunakan untuk daenafgkungan Kkerja

pelabuhan dan tidak ditentukan jangka waktunyadttdebatas.

C.2. Pokok Permasalahan Mengenai Yang Terkait Dalam Perolehan
Tanah Kawasan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Internasional
Tanjung Priok
Dalam rangka mengantisipasi dan mengakomodir pkatag arus

barang yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok khyaysetikemas rata-rata

20% per tahun, sedangkan daya tampung PT. JICTartdalnternational

Container Terminal) seluas 20 Ha hanya sebesajutg2eus dari prediksi 5

tahun ke depan sebanyak 3 juta teus per tahun, rdgkduskan untuk

diadakannya pelaksanaan pengosongan lahan Koja Waarg didalamnya
termasuk tanah makam yang diklaim milik ahli wad&ri Al Haddad. Ini
merupakan alternatif yang dipilih oleh Pemerintaitul4 lokasi pembangunan

Terminal Peti Kemas daripada melakukan alternaiif lyaitu dengan cara

reklamasi pantai yang akan memakan biaya matemitj\cukup banyak.
Mengingat pembangunan pelabuhan khususnya Ternitetl Kemas

manfaatnya untuk kepentingan umum, maka diputusksataksanaan
pengosongan lahan dilaksanakan oleh Pemerintahabadalam hal ini

Walikotamadya Jakarta Utara selaku Ketua Panitiig&#aan Tanah Untuk

Kepentingan Umum Proyek Terminal Peti Kemas Kojarhadap fasilitas

milik Pemerintah Daerah termasuk TPU Dobo yang ldidaya terdapat

makam Al Haddad, tidak akan diberikan ganti rugape PT. Pelabuhan

Indonesia Il diwajibkan melakukan pematangan loksmmakaman baru di

TPU Budi Dharma Semper seluas 12 Ha sebagai tepgmaindahan makam

dari TPU Dobo.
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Latar belakang dari penertiban lahan eks TPU Dabtara lain-'®

1. Terhambatnya pelaksanaan proyek strategis petaleriyaitu:

a. Proyek pembangunan PT. JICT dan TPK Koja yaklainya tambahan
peningkatan arus peti kemas sebesar 1 juta teus;

b. Proyek pembangunan dan pengembangan jalan sek akanjung Priok
yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina ddarDepartemen
Pekerjaan Umum;

c. Proyek pengembangan perpanjangan jalur kerétdaaipstasiun Pasoso
Tanjung Priok menuju dermaga PT. JICT yang dilakkan oleh
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Departemen Berigan.

2. Terhambatnya pembangunan saluran air terbuk& unengatasi banjir di
kelurahan Koja Utara,

3. Temuan dari US Coast Guard dalam rangka sesiflSPS Code untuk PT.
JICT dan TPK Koja bahwa masih adanya bangunan makanbangunan
liar di daerah restricted area dan apabila bangunakeam dan bangunan
liar dimaksud tidak dipindahkan, maka mengakibatkdak diberikannya
Sertifikasi ISPS Code dimaksud yang berakibat kiapphl dari luar negeri
dilarang bersandar di TPK yang dikelola oleh PTTJtlan TPK Koja.

Keberadaan Makam Al Haddad diatas tanah PT. Pedablritdonesia Il
diklaim oleh ahli waris sebagai tanah miliknya l@arkan Verklaring No.
1268/RB tanggal 19 Desember 1934. Karena hal tetsehka akan dilakukan
pemindahan TPU Dobo yang termasuk didalamnya Makhidaddad, yang
proses pemindahannya akan dijelaskan seperti dibawa

Makam Al Haddad pada awal mulanya berada di PonDakung
kemudian dipindahkan ke TPU Dobo dan selanjutnydekas makam Al

Haddad di pondok dayung tersebut dibangunkan monur&. Pelabuhan

Indonesia Il mengajukan permohonan bantuan pengasohPU Dobo kepada

Gubernur DKI Jakarta melalui surat No. FP.015/522W91 tanggal 10 Juli

1991. Mengingat untuk penutupan dan perubahan TBhbarus mendapat

persetujuan dari DPRD DKI Jakarta, maka Gubernut Tdkarta mengajukan

permohonan persetujuan kepada DPRD DKI Jakartalumedarat No. 337/-

8 1bid., hal. 2.
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1.766 tanggal 24 Januari 1992. DPRD DKI Jakarta begikan persetujuan
untuk penutupan dan perubahan peruntukan TPU Doélalum Keputusan
DPRD DKI Jakarta No. 11 Tahun 1992 tanggal 25 MA8&2.

Berdasarkan Keputusan DPRD DKI Jakarta, Gubernii Dakarta
mengeluarkan keputusan No. 1352 Tahun 1992 tangdaéptember 1992
tentang penutupan dan pengosongan tempat pemakamam Dobo seluas
+53.054 M2 di Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Kdfatamadya Jakarta
Utara.

Sebagai tindak lanjut keputusan Gubernur DKI JakBemerintah DKI
Jakarta dengan PT. Pelabuhan Indonesia Il menamgiata kesepakatan
bersama No. 323A/-1.776.122 dan HK.566/3/12/PBlit&nggal 27 April 1993
tentang pemindahan makam dari TPU Dobo ke TPU Sedgparta Utara.

Mengingat untuk dapat melaksanakan pemindahan rmakaU Dobo
diharuskan mendapat pengesahan dari Menteri DalegeN maka Gubernur
DKI Jakarta mengajukan permohonan kepada MentelaraNegeri untuk
pengesahan keputusan Gubernur DKI Jakarta tentamgutypan dan
pengosongan tempat pemakaman umum Dobo, sebagaithsampaikan
melalui surat No. 2080/-1.776 tanggal 27 Juli 198®nteri Dalam Negeri
melalui surat keputusan No. 469.1-298 Tahun 198§dal 6 Desember 1995
memberikan pengesahan keputusan Gubernur DKI Jdatemtang penutupan
dan pengosongan TPU Daobo.

Dalam pelaksanaan pengosongan TPU Dobo terdapatdtan dari ahli
waris Al Haddad, yang pada pokoknya meminta ag&amaAl Haddad tidak
dibongkar dan dipindahkan, melainkan meminta agéstdrikan karena
termasuk ke dalam cagar budaya. Dinas pemakamamubBikil Jakarta
melalui surat No. 405/1.776.1 tanggal 4 April 19&&pada Gubernur DKI
Jakarta, telah menyampaikan bahwa sesuai kepu@igagrnur No. 475 Tahun
1993 tanggal 29 Maret 1993, tentang penetapan bangbersejarah di DKI
Jakarta sebagai benda cagar budaya, makam-makaygaselana dimaksud
oleh Habib Muhammad Al Haddad (keluarga Al Haddaddk termasuk di
dalamnya.
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Pada tanggal 10 September 1996, Dinas Tata Peraakbmum DKI
Jakarta, melalui surat No. 1073/1.776.122, telambezitahukan kepada kuasa
ahli waris Almarhum Al Arif Billah Al Habib HassaBin Muhammad Al
Haddad mengenai rencana pemindahan makam keludrddaddad di eks
TPU Dobo Jakarta Utara yang akan dilaksanakan tdriggSeptember 1996.

Pada tanggal 14 Agustus 1997, Dinas Tata Pemakdsnamm DKI
Jakarta, melalui surat No. 892/1.776.122, telah beitahukan kepada kuasa
ahli waris Almarhum Al Arif Billah Al Habib HassaBin Muhammad Al
Haddad mengenai rencana pemindahan makam keludrdgdaddad di eks
TPU Dobo Jakarta Utara yang akan dilaksanakan &r&jgAgustus 1997.

Untuk pelaksanaan pemindahan makam keluarga Ab&thdlari TPU
Dobo ke TPU Semper, Walikota Jakarta Utara mereabitsurat perintah
kepada kepala bagian ketertiban Kodya Jakarta U@aaat Koja, Camat
Cilincing, Lurah Koja dan Lurah Semper Timur No488)73.554 tanggal 19
Agustus 1997.

Kepala Cabang Dinas Il Dinas Tata Pemakaman Umuh Jakarta
Kepada Kepala Dinas Tata Pemakaman Umum DKI Jakaetalui surat No.
205/1.776.122 tanggal 25 Agustus 1997, telah mekapobahwa pelaksanaan
pemindahan makam/kerangka Al Haddad beserta kenabaebanyak 12 (dua
belas) makam sudah selesai dipindahkan pada tarfffjgahgustus 1997.
Dengan telah selesainya pemindahan 12 (dua belaganikerangka Al
Haddad tersebut, maka seluruh pemindahan makanPdi Dobo ke TPU
Semper telah selesai dilaksanakan, sehingga ddéakiderah terima hasil
penyelesaian pekerjaan pemindahan makam/kerangkafld Dobo ke TPU
Semper dan hasil pematangan tanah TPU Semper s&Riasla untuk
menampung kerangka, sebagaimana tertuang dalamtaBégara No.
1034/1.776.122 dan UM.339/12/17/P1.11-97 tanggaB&ptember 1997.

Sejak tahun 1998 lokasi makam TPU Dobo JakartaaUtarmasuk
didalamnya lokasi makam keluarga Al Haddad sudatsitbedari makam
maupun bangunan akan tetapi pada tahun 1999 tegedbangunan kembali
makam yang berupa sebuah petilasan di lahan tersioudisusul dengan

bangunan rumah tinggal, serta puncaknya adalamtaf4 terjadi konflik
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dimana pihak salah satu keluarga Al Haddad mengaraRPI dan organisasi

massa lainnya dan didukung penasihat hukum Yanddudkk., sehingga saat

ini di lokasi eks TPU Dobo Jakarta Utara terutamaekitar lokasi makam
keluarga Al Haddad terdapat bangunan dan didudeki keluarga Al Haddad.

Masih di tahun 2008 juga, karena lokasi eks TPUddakarta Utara
tersebut akan dipergunakan sebagai area perluasatai@:r Yard PT. JICT
dan dalam pelaksanaan pekerjaan perluasan Contéarer PT. JICT oleh
kontraktor terjadi perlawanan oleh keluarga Al Hadlgang menguasai lokasi
makam Al Haddad, dengan mengusir pekerja yang akambangun saluran
air terbuka dan menahan exavator yang digunakan.

Mengingat adanya hambatan dari keluarga Al Haddady menguasai
lokal makam Al Haddad, maka PT. Pelabuhan Indonégiangan PT. JICT
membentuk tim penyelesaian masalah makam Al Hadid tim telah
melaksanakan penelusuran kembali sejarah keluarbaH#ddad untuk
mengetahui ahli waris Al Haddad yang masih adaBiasksi PT. Pelabuhan
Indonesia Il telah meminta bantuan penanganannyadee Gubernur DKI
Jakarta melalui surat No. HK.352/5/5/P1.11-08 taabd@5 Oktober 2008 dan
No. FP.015/7/8/PI.1I-08 tanggal 1 Desember 2008 gireyat proses
pengosongan makam TPU Dobo Jakarta Utara dilakaanaleh Pemerintah
Propinsi DKI Jakarta.

Selain itu juga terdapat tindakan penertiban lakebih lanjut yang
dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia Il dengasgs sebagai berikut:

- Surat permohonan PT. Pelabuhan Indonesia Il kegadbernur DKI
Jakarta dengan surat direksi No. UM.352/5/5/Pi8lltnggal 15 Oktober
2008 perihal bangunan eks Makam Al Haddad di tesmpetikemas JICT
dan surat direksi No. FP.015/7/8/PI.11-08 tanggdddsember 2008 perihal
penyelesaian tanah eks TPU Dobo dan bangunan makbaddad di areal
terminal petikemas JICT;

- Surat Dinas Pertamanan dan Pemakaman No. 80/-1171t&nggal 10
Februari 2009 perihal penjelasan status tanah, yaagyatakan bahwa
pemindahan makam dilaksanakan bulan Januari sadepgian Mei tahun

1995 ke TPU Semper dan sebagian di bawa ke luar &iats permintaan
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ahli waris, sedangkan untuk makam Al Haddad digikda tanggal 21
Agustus 1997 ke TPU Semper;

Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaardJ No.
182/09.05/HTPT tanggal 6 Februari 2009 perihal petaan penjelasan
status tanah Makam Al Haddad, yang menyatakan balakam Al
Haddad berada diatas Eigendom No. 4341 tanggaBaB06 No. 328 luas
176.575 M2 atas nama Gouvernement Van Nederlandsdle dan
berdasarkan Staatblad No. 16 Tahun 1929 tanggaD2am829 JIS
keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan MeRerhubungan No.
191 Tahun 1969 (SK.83/0/1969) dan No. 76 tahun 1($K146/0/1972)
tanah yang dimohon telah dikuasai dan diperuntuldebagai daerah kerja
Pelabuhan Tanjung Priok;

Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukateada No. 132 Tahun
2009 tanggal 9 September 2009 tentang penertib@guban yang didirikan
diatas tanah PT. Pelabuhan Indonesia Il Sertipiat Pengelolaan No.
1/Koja Utara seluas 1.452.270 M2 yang terletak ks @&PU Dobo,
Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, KotamadyadakUtara;

Telah dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan ppikkk terkait untuk
membahas permasalahan bangunan liar di lahan ék$0Bo;

Surat PT. Pelabuhan Indonesia Il ke Walikota Jakadtara No.
FP.015/5/11/PLII-09 tanggal 6 November 2009 périlpgrmohonan
percepatan penertiban dan pengosongan bangunadidias lahan milik
PT. Pelabuhan Indonesia ll;

Surat Perintah Bongkar Walikota Jakarta Utara Ns&/9.711.1 tanggal 22
Februari 2010 (Surat Perintah Bongkar 1), No. 120741.1 tanggal 9
Maret 2010 (Surat Perintah Bongkar II) dan No. 151385 tanggal 29
Maret 2010 (Surat Perintah Bongkar Il1);

Surat Walikota Jakarta Utara No. 1473/-1/711.1 gah@6 Maret 2010
perihal penjelasan Instruksi Gubernur Propinsi D&larta No. 132/2009.

Dari hasil penelusuran kembali sejarah Al Haddagatl diketahui hal-

hal sebagai berikut :
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Bahwa pihak keluarga Al Haddad yang saat ini mesguakasi makam Al
Haddad adalah Muhammad bin Ahmad bin Zein Alhadttad Ali Alydrus
yang menyatakan mengklaim bahwa tanah seluas 5 éles TPU Dobo
Jakarta Utara adalah milik mereka selaku ahli wakisthammad bin
Ahmad bin Zein Alhaddad (Ci'Bib) adalah cucu Zeih BWaddad, saudari
dari Habbib Hasam bin Muhammad Al Haddad sedangkiarAlydrus
adalah anak Fadlun saudara perempuan dari Muhanbmadhmad bin
Zein Alhaddad (Ci'Bib);
Pihak kerabat Al haddad di Palembang dan yang hdidiPalembang
menegaskan bahwa Habib Hasan adalah orang yang dauli dimuliakan,
dan sudah menjadi milik umat. Mereka tegas tidaknaknempergunakan
Habib Hasan sebagai alat kepentingan ekonomi maumpentingan
lainnya dan tegas keberatan apabila ada pihak Mamg akan
mempergunakan makam Habib Hasan untuk kepentingaskian
Upaya pendekatan melalui ahli waris keluarga Al d#atilainnya dengan
musyawarah secara kekeluargaan yang diusulkarHablb Abdul Rahman
Alhabsy dan fasilitas maupun kesediaan untuk mergatengah tidak
ditanggapi oleh pihak Ci'Bib dan Ali Alydrus, sefme pihak kerabat Al
Haddad maupun Habib Abdul Rahman Alhabsy mempéisla PT.
Pelabuhan Indonesia Il untuk mengambil haknya tat@sh tersebut, namun
mereka meminta dengan sangat “Magam” yang ada asjatidak
dibongkar sampai ada kesepakatan dengan pihak anerek

Dalam rangka menanggapi dan menindaklanjuti peeamDireksi PT.

Pelabuhan Indonesia Il kepada Gubernur DKI Jakatttah dilakukan
pembahasan pada tanggal 28 Januari 2009 dengawatkah instansi-instansi

terkait antara lain Biro Hukum Sekretariat Daeramerintah Propinsi DKI

Jakarta, Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI| JakBma Hukum

Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara, KarRertanahan Jakarta Utara,

Biro Hukum PT. Pelabuhan Indonesia Il dan tim pé&saan masalah makam

Al

Haddad, dengan hasil bahwa untuk menindaklanjpglaksanaan

permintaan dari PT. Pelabuhan Indonesia Il dimkejaada:
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1. Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI Jakarta umietkyampaikan
penjelasan dan dokumen terkait kepada Sekretaaatdd Propinsi DKI
Jakarta bahwa proses pengosongan dan pemidahamrmmBR& Dobo
Jakarta Utara termasuk didalamnya makam Al Haddsdht selesai
dilaksanakan bulan Januari sampai dengan Mei tal995 dan untuk
makam Al Haddad dipindahkan tanggal 21 Agustus ;1997

2. Kantor Pertanahan Jakarta Utara untuk menyamapgienjelasan kepada
Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta mengemdaiistkepemilikan tanah
eks TPU Dobo Jakarta Utara adalah tanah dengarPeagelolaan (HPL)
atas nama PT. Pelabuhan Indonesia II.

Berdasarkan hasil pertemuan antara PT. Pelabultamésia I dan Tim
Penyelesaian masalah makam Al Haddad dengan Sekirddaerah Propinsi
DKI Jakarta tanggal 2 Maret 2009 diperoleh informbahwa Sekretaris
Daerah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menyetupnars Biro Hukum
Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk Hitkan Instruksi Gubernur
DKI Jakarta kepada Walikota Jakarta Utara dan kKefatuan Polisi Pamong
Praja Propinsi DKI Jakarta untuk melakukan penartilberhadap bangunan
makam dan bangunan liar di atas tanah Sertipik&tR¢amgelolaan No. 1/Koja
Utara atas nama PT. Pelabuhan Indonesia Il dark tekmis pelaksanaannya
akan melibatkan Pemerintah Kota Administratif Jekddtara, Dinas Satuan
Polisi Pamong Praja Propinsi DKI Jakarta, Polrésiia Utara, Kodim Jakarta
Utara dan Dinas/Instansi terkait di lingkungan Penteh Kota Administratif
Jakarta Utara.

Akhirnya pada tanggal 9 September 2009 Gubernurl D#karta
mengeluarkan Instruksi No. 132 Tahun 2009 kepadékdfa Jakarta Utara
dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakanduku segera
melaksanakan penertiban bangunan yang didirikgmatann di atas tanah PT.
Pelabuhan Indonesia Il. Walikota Jakarta Utara nmelaag bahwa terdapatnya
unsur SARA dalam permasalahan tersebut, sehinggia mengutamakan

penyelesaian dengan musyawarah diantara pihakbgsgngketa.
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Menurut pengamatan penulis, masalah yang terkaénd perolehan

tanah kawasan terminal peti kemas pelabuhan irsiema Tanjung Priok,

adalah:
a. Makam Al Haddad yang berada TPU Dobo telah dghikan ke TPU

Semper, tetapi kemudian ahli waris Al Haddad mergharkembali makam
yang berupa sebuah petilasan dan bangunan runggaltidi lahan tersebut;

b. Ahli waris Al Haddad mengajukan gugatan perbuatelawan hukum ke

C.3.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap PT. Fedabindonesia Il, yaitu
perbuatan menguasai secara fisik dan membuat RattiNomor 1/Koja
Utara tahun 1987, dengan Nomor Putusan 245/Pdi0G/R0l.Jkt.Ut. dan
telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri JakdJtara yang
mengabulkan eksepsi PT. Pelabuhan Indonesia Ili,g ypaotusannya
menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kaawmena tidak
mencantumkan letak dan batas-batas obyek gugatamyatakan gugatan
penggugat tidak lengkap yang kurang pihak karenaggegat tidak
menyertakan Kantor Pertanahan Jakarta Utara seb@ggugat, dan
menyatakan kuasa hukum penggugat tidak sah kaveagksiasa dari kuasa
penggugat cacat hukum.

Sebelum dilaksanakannya penertiban, Walikotaarfak Utara telah
melakukan berbagai upaya penyelesaian secara p#rdangan ahli waris
Al Haddad dan menerbitkan 3 (tiga) surat perintahgkar, namun semua
upaya itu tidak berhasil sehingga diputuskan urdiié@kukan penertiban
tanggal 14 April 2010 dan penertiban tersebut miealykan terjadinya
peristiwva Tanjung Priok yang menelan korban jiwaasgak 3 (tiga) orang
anggota Satpol PP dan korban luka.

Pokok Permasalahan Mengenai Upaya Yang Dilakukan Untuk
Menyelesaikan Permasalahan Yang Terkait Telah Sesuai Dengan
Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Telah dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikaralalas/ang terjadi

antara PT. Pelabuhan Indonesia Il dan Ahli Wari$iatidad diantaranyd?

9 bid., hal. 31.
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1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi antara RIlabdi@han Indonesia I
dengan Pemprop DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, pna ulama, tokoh
masyarakat serta ahli waris dan kuasa hukumnyaaldiilbta Jakarta pada
tanggal 15 April 2010 yang membahas usulan perngelespermasalahan
terkait dengan keberadaan bangunan makam dan bmmgamnya di
sekitar makam Al Haddad eks TPU Dobo, dengan hasil:

- Bangunan makam tetap akan dipertahankan;

- Bangunan makam posisinya disesuaikan dengan tkatenSPS Code
yang akan dibicarakan lebih lanjut dengan ahli syari

- Permasalahan kepemilikan tanah akan dibicaradaih lanjut antara PT.
Pelabuhan Indonesia Il dengan ahli waris;

- Kejadian di lapangan akan dilakukan penyelididan apabila ditemukan
pelanggaran akan ditindak sesuai hukum;

- Perlu melibatkan tokoh masyarakat dan agama datenyelesaikan
permasalahan ini;

- PT. Pelabuhan Indonesia Il setuju membuat MOWderahli waris;

- Administrasi antara PT. Pelabuhan Indonesia Ihgaa ahli waris
langsung kepada PT. Pelabuhan Indonesia Il dan \wahlis serta
ditembuskan kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta,;

- PT. Pelabuhan Indonesia Il dan Pemerintah Profks Jakarta akan
memperhatikan korban, baik korban yang dirawaudiah sakit maupun
rawat jalan;

- PT. Pelabuhan Indonesia Il dan ahli waris akataksanakan mediasi di
Komnas HAM.

2. Telah dilaksanakan pembahasan teknis antardP&@&buhan Indonesia Il
dengan ahli waris Al Haddad beserta tim kuasa hugandi Komnas HAM
tanggal 16 April 2010 terkait dengan pembahasamaragan bangunan
makam, dengan hasil:

- Bangunan makam dan bangunan lainnya tetap di@erkan dan akan
dilakukan renovasi oleh PT. Pelabuhan Indonesiaetta diselaraskan

dengan ketentuan standar keamanan ISPS Code;
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- Para ahli waris Al Haddad akan membentuk skainisi yang anggotanya
terdiri dari unsur Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mudpi DKI Jakarta
(Wakil Gubernur DKI Jakarta), ahli waris dan timasa hukum, Komnas
HAM, tokoh masyarakat dan pimpinan ormas Islam ygergait dengan
makam (MUI, Rabitha Alawiyah, FUI, FBR, FPI, ForkalU dan Forum
Majelis Ta’lim);

- PT. Pelabuhan Indonesia Il akan menyiapkanargan bentuk bangunan
makam Al Haddad dan bangunan lainnya yang akamatikan kepada
komisi untuk dikaji ulang dan diserahkan paling tempada tanggal 30
April 2010;

- Usulan rancangan bangunan makam dari PT. Reabindonesia Il akan
dipelajari oleh komisi dan apabila ada perbaikamnakdisampaikan
kembali kepada PT. Pelabuhan Indonesia |I padagtdriy Mei 2010 di
Komnas HAM;

- Hasil perbaikan rancangan bentuk bangunan makaniMaddad dan
bangunan lainnya akan ditandatangani dalam suatW NM&@ggal 4 Juni
2010.

. Telah dilaksanakan rapat klarifikasi antara FPElabuhan Indonesia Il

dengan Komnas HAM tanggal 23 April 2010 perihalakiggn kerusuhan

penertiban bangunan liar di lokasi HPL PT. Pelabuhdonesia Il di lahan
eks TPU Dobo, dengan hasil:

- PT. Pelabuhan Indonesia |l menjelaskan statusrkéijxan tanah di lokasi
eks TPU Dobo;

- PT. Pelabuhan Indonesia Il menjelaskan statuerkelaan makam Al
Haddad;

- Latar belakang permintaan PT. Pelabuhan Indondsiaterhadap
pelaksanaan penertiban lahan kepada Pemerintam§irbi1 Jakarta;

- Keberadaan PT. JICT selaku perusahaan afiliasi E&. Pelabuhan
Indonesia Il yang telah diberikan kuasa pengopanasielama 20 (dua
puluh) tahun, terhitung sejak tahun 1999 dimanagbaan makam Al
Haddad tersebut berada di lokasi lahan yang sudeseratikan
penggunannya kepada PT. JICT;
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- Program pengembangan fasilitas terminal PTTJIClokasi makam Al
Haddad;

- Rencana pemugaran bangunan makam Al Haddad degurien lainnya
sesuai hasil perundingan Komnas HAM.

. Telah dilaksanakan pertemuan koordinasi antdraPelabuhan Indonesia
[I, Komnas HAM, DPRD DKI Jakarta, PT. JICT, PempidiI Jakarta dan
tim ahli studi etnografi kyai-kyai Betawi denganlialaris dari palembang
yaitu Habib Abdurrachman bin Hasan bin Hamid bin helonmad Al
Haddad pada tanggal 29 April 2010, dengan hasil:

- Terhadap rencana pemugaran makam Al Haddad yarapd di lokasi
terminal peti kemas | PT. JICT oleh PT. Pelabuhadiohesia Il yang
merupakan kesepakatan hasil pertemuan di Balaikakarta tanggal 15
April 2010 dan hasil mediasi yang dilakukan Komh&M tanggal 16
April 2010 Habib Abdurrachman bin Hasan bin Hamia lduhammad Al
Haddad menyatakan tidak berkeberatan, apabilaenséliut merupakan
kemaslahatan bagi umat Islam, tidak merusak akidatat Islam,
merupakan penghormatan bagi Almarhum Al Arief Bilkal Habib Hasan
Bin Muhammad Al Haddad atas cita-citanya untuk kgtan syiar agama
Islam;

- Terkait permasalahan tanah eks TPU Dobo yangrsipgketakan para
ahli waris, Habib Abdurrachman bin Hasan bin Habird Muhammad Al
Haddad menyatakan tidak mempermasalahkannya;

- Habib Abdurrachman bin Hasan bin Hamid bin MuhadnAl Haddad
menyatakan mengetahui bahwa makam Almarhum Al AB#fah Al
Habib Hasan Bin Muhammad Al Haddad telah dipindahka TPU
Semper.

. Telah dilaksanakan pembahasan teknis antaré&P®&buhan Indonesia I

dengan ahli waris Al Haddad beserta tim kuasa huandi Komnas HAM

tanggal 30 April 2010 terkait dengan lanjutan pehalsan rancangan
bangunan makam, dengan hasil:

- PT. Pelabuhan Indonesia Il telah menyelesaikaenyerahkan dan

menjelaskan usulan desain penataan bangunan makataddlad kepada
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ahli waris Al Haddad sesuai dengan jangka waktiugyah disepakati

sebelumnya yaitu tanggal 30 April 2010;

- Selanjutnya desain usulan PT. Pelabuhan Indonésiimaksud akan
dipelajari oleh ahli waris Al Haddad dan komisi,abpa ada masukan
akan disampaikan kembali kepada PT. Pelabuhan éstorl tanggal 14
Mei 2010 di Komnas HAM;

- Hasil perbaikan desain penataan makam Al Haddadodngunan lainnya
akan ditandatangani dalam suatu MOU pada pertemduomnas HAM
tanggal 4 Juni 2010.

. PT. Pelabuhan Indonesia Il ikut mendampingi Rettah Propinsi DKI
Jakarta dalam memberikan klarifikasi di depan Tiemyrelidikan peristiwa
Tanjung Priok Komnas HAM, pada tanggal 30 April @0dengan materi
klarifikasi sebagai berikut:

- Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun2§8@ng diterbitkan atas
permohonan PT. Pelabuhan Indonesia Il sudah dikulproses
pembahasan yang komprehensif dan telah adanyaticepkhan eks TPU
Dobo adalah HPL milik PT. Pelabuhan Indonesia ttlasarkan Sertipikat
HPL No. 1/Koja Utara tahun 1987 serta seluruh kgkanmakam TPU
Dobo dipindahkan ke TPU Semper,

- Instruksi Gubernur No. 132 Tahun 2009 ditandgaan oleh Wakil
Gubernur mengingat permasalahan yang terkait dengamerbitan
merupakan ruang lingkup bidang tugas dari Wakil €&nbr;

- Sebelum dilaksanakannya penertiban, sesuaiuksstrGubernur DKI
Jakarta No. 132 Tahun 2009 Walikota Jakarta Utalahtmelakukan
berbagai upaya penyelesaian secara persuasif dahjamaris Al haddad
dan menerbitkan 3 (tiga) surat perintah bongkamurasemua upaya itu
tidak berhasil. Sehingga diputuskan untuk dilakuganertiban tanggal 14
April 2010.

. Telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Rilab®han Indonesia Il
dengan Palang Merah Indonesia pada tanggal 3 M& @8ngan hasil:

- Rencana pembangunan renovasi makam merupakatukapwyang sudah
diambil oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yamoguannya adalah
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untuk meredam dan menenangkan suasana yang tidakudib pasca
kerusuhan tanggal 14 April 2010;

- PT. Pelabuhan Indonesia Il memiliki bukti oterkigpemilikan atas tanah
eks TPU Dobo berdasarkan Sertipikat HPL No. 1/Kdjara tahun 1987,
sehingga PT. Pelabuhan Indonesia Il siap menghadizpr kepemilikan
tanah eks TPU Dobo yang diajukan oleh ahli warisHalddad melalui
jalur hukum;

- Kerusuhan tanggal 14 April 2010 tidak menimbulkayangguan
operasional kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjunds,Reezuali terminal
peti kemas Koja yang hanya terganggu pada wakfa kéaift 11 dan Ill,
pada tanggal 15 April 2010 kegiatan kepelabuhand@elhbuhan Tanjung
Priok sudah berjalan normal kembali;

- PT. Pelabuhan Indonesia Il akan memberikan Koumri bantuan kepada
para korban kerusuhan 14 April 2010, berkoordirdemngan Walikota
Jakarta Utara dan terhadap putra/putri para korbaminggal dunia akan
diberikan beasiswa.

Dalam penyelesaian permasalahan pembangunan patatnususnya
Terminal Peti Kemas manfaatnya untuk kepentingammmmaka diputuskan
pelaksanaan pengosongan lahan dilaksanakan oleeriReah Daerah dalam hal
ini Walikotamadya Jakarta Utara selaku Ketua Parifttngadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum Proyek Terminal Peti Kemas Kojrh@dap fasilitas milik
Pemerintah Daerah termasuk TPU Dobo yang didalanergapat makam Al
Haddad, tidak akan diberikan ganti rugi tetapi, FPelabuhan Indonesia II
diwajibkan melakukan pematangan lokasi pemakameandialPU Budi Dharma
Semper seluas 12 Ha sebagai tempat pemindahan nokaiPU Dobo.

Dilihat dari hal tersebut menurut pengamatan peniT. Pelabuhan
Indonesia 1l dalam upayanya untuk menyelesaikanmasalahan terkait,
menyimpang dengan Perpres No. 36 Tahun 2005 joad%No0. 65 Tahun 2006
tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangumiak kepentingan
umum, mengenai adanya Panitia Pengadaan Tanahed&rklganti rugi, karena
PT. Pelabuhan Indonesia Il adalah benar sebagak piang berhak mengelola
tanah tersebut berdasarkan Sertipikat HPL No. HK#pra tahun 1987. Menurut

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., Citra Dora Marselia, FH Ul, 2011.



87

pengamatan penulis, dalam hal ini seharusnya tdatu terjadi sengketa atau
sampai menelan korban jiwa, dengan diadakannya am@gh untuk mufakat
diharapkan permasalahan ini dapat terselesaikagademaik dan tidak ada pihak

yang merasa dirugikan.
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